


	
		×
		

	






    
        
            
                
                    
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
                            
                        

                    

                

                
                    
                                                    Log in
                            Upload File
                                            

                

            


            	Most Popular
	Study
	Business
	Design
	Technology
	Travel
	Explore all categories


        

    





    
        
            
                
                    
                

                

                    
                        laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) …. lkjip dilmilbpp tahun 2018.pdflaporan kinerja...

                    


                    
                        
                            	Home
	Documents
	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) …. LKjIP Dilmilbpp tahun 2018.pdfLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu


                        

                    


                    




    
        
            
                
                    
                        

                        
                        
                    

                    
                        
						1

100
                        
                    

                    
                        
                        100%
Actual Size
Fit Width
Fit Height
Fit Page
Automatic


                        
                    

					
                

            


            
                
                    
                    
                    
                

                
                    

                    

                    
                        
                         Match case
                         Limit results 1 per page
                        

                        
                        

                    

                

            

            
									
    
        
        

        

        

        
        
            LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN 2018 BALIKPAPAN, FEBRUARI 201 
        

        
    






				            

        

    









                    
                        
							Upload: others
                            Post on 26-Dec-2019

                            14 views

                        

                        
                            Category:
 Documents


                            0 download

                        

                    


                    
                        
                            Report
                        

                                                
                            	
                                    Download
                                


                        

                                            


                    
                        
                        
                            
                                    
Facebook

                        

                        
                        
                            
                                    
Twitter

                        

                        
                        
                            
                                    
E-Mail

                        

                        
                        
                            
                                    
LinkedIn

                        

                        
                        
                            
                                    
Pinterest

                        
                    


                    
                

                

                    
                    
                        Embed Size (px):
                            344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


                        

                    

                    

                    

                    
                                        
                        TRANSCRIPT

                        Page 1
                        

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 TAHUN 2018
 BALIKPAPAN, FEBRUARI 201

Page 2
                        


Page 3
                        

LkjIP – Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2018 i
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada Tahun Anggaran 2018 telah menyusun
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan
 pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan yang melaporkan pencapaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 selama Tahun 2018.
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan transparansi
 dan akuntabilitas suatu instansi dimana dalam LKjIP Tahun 2018 ini juga melaporkan
 pencapaian Kinerja, Peningkatan Kinerja dan peningkatan sarana dan prasarana dalam
 Tahun 2018.
 Namun demikian tentang LKjIP ini masih terdapat kekurangan dalam
 penyusunannya, untuk itu kami menerima masukan yang positif dalam penyusunan
 LKjIP di tahun yang akan datang dan adapun kendalanya adalah keterbatasan SDM
 baik secara kualitas maupun kuantitas.
 Demikian Kata Pengantar ini kami sajikan sebagai gambaran singkat dari laporan
 akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dalam hal ini kami tetap
 berupaya secara optimal agar kinerja pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat
 lebih ditingkatkan.
 Balikpapan, Februari 2019 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 Syf Nursiana, S.H. Letkol Sus NRP 519759
 KATA PENGANTAR
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LkjIP – Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2018 - 1 -
 Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Pengadlan Militer I-07
 Balikpapan dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1
 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang sesuai dengan Instruksi
 Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas
 Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
 Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai bentuk
 pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyusun dalam
 bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 untuk TA. 2018.
 Adapun program Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :
 a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 Mahkamah Agung.
 b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
 c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 (TUN).
 Secara umum bahwa tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada Tahun
 2018, telah berusaha memenuhi pencapaian 6 (enam) sasaran strategis yaitu :
 1. Peningkatan penyelesaian perkara.
 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
 3. Peningkatan implementasi SIPP sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin
 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
 5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
 6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
 Dan didalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah
 ditetapkan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menentukan 3 (tiga) sasaran
 strategis yang dicapai dalam tahun 2018. Ketiga sasaran strategis tersebut diukur
 dengan mengaplikasi 7 (tujuh) kinerja indikator.
 RINGKASAN EKSEKUTIF
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Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran
 strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut berikut :
 SASARAN STARTEGIS 1
 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, treansparan dan akuntabel
 Indikator Kinertja Target Realisasi Capaian
 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana Kejahatan - Pelanggaran
 100% 100%
 100% 100%
 100% 100%
 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana Kejahatan - Pelanggaran
 90% 100%
 88,76% 100%
 98,62% 100%
 3. Persentase penurunan sisa perkara. - Pidana Kejahatan.
 -32,36%
 50%
 -154,51%
 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
 hukum : - Banding
 - Kasasi - PK
 90% 90% 100%
 82,27% 86,07%
 100%
 1,41% 95,63% 100%
 Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1
 66,40%
 SASARAN STARTEGIS 2
 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
 1.Presentasi Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu
 100 % 100 % 100 %
 2. Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu
 100 % 100 % 100 %
 Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 2
 100 %
 SASARAN STARTEGIS 3
 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
 1. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan - Pidana Kejahatan
 100 %
 100 %
 100 %
 Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 3
 100 %
 Dari ketiga sasaran strategis tersebut Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 didukung dengan anggaran DIPA tahun 2018 yang terdiri dari DIPA MARI No : DIPA-

Page 7
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 005.01.2.663246/2018 tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp. 2.887.895.000,- (Dua
 Milyard delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu
 rupiah) dan DIPA Dirjen Badilmiltun No : DIPA-005.01.2.663247/2018 tanggal 05
 Desember 2017 sebesar Rp. 63.921.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus dua
 puluh satu ribu rupiah).
 Dari anggaran tersebut telah terealisir sebagai berikut :
 1. DIPA MARI No : DIPA-005.01.2.663246/2018 tanggal 05 Desember 2017
 sebesar Rp. 2.887.895.000,- dan telah terealisir sebagai berikut :
 a. Belanja Pegawai :
 - Pagu Awal : Rp. 1.951.107.000,-
 - Pagu Revisi : Rp. 1.777.932.000,-
 - Realisasi : Rp. 1.777.754.061,-
 - Sisa : Rp. 177.939,-
 - Prosentase : 99,99%
 b. Belanja Barang Oprasional :
 - Pagu Awal : Rp. 899.288.000,-
 - Pagu Revisi : Rp. 895.288.000,-
 - Realisasi : Rp. 894.712.025,-
 - Sisa : Rp. 575.975,-
 - Prosentase : 99,94 %
 c. Belanja Barang Non Oprasional :
 - Pagu : Rp. 9.400.000,-
 - Realisasi : Rp. 9.201.129,-
 - Sisa : Rp. 198.500,-
 - Prosentase : 97,89 %
 d. Belanja Modal :
 - Pagu Awal : Rp. 37.500.000,-
 - Pagu Revisi : Rp. 37.500.000,-
 - Realisasi : Rp. 37.500.000,-
 - Sisa : Rp. 0,-
 - Prosentase : 100 %
 2. DIPA Dirjen Badilmiltun No : DIPA-005.01.2.663247/2018 tanggal 05
 Desember 2017 sebesar Rp. 63.921.000,- dan telah terealisir sebagai berikut :

Page 8
                        

a. Persiapan Penyelesaian Perkara ditingkat pertama :
 - Pagu : Rp. 15.281.000,-
 - Realisasi : Rp. 15.279.000,-
 - Sisa : Rp. 2.000,-
 - Prosentase : 99,99 %
 b. Penyampaian Berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi :
 - Pagu : Rp. 40.000,-
 - Realisasi : Rp. 0,-
 - Sisa : Rp 40.000,-
 - Prosentase : 0,00 %
 c. Sidang keliling :
 - Pagu : Rp. 48.600.000,-
 - Realisasi : Rp. 48.573.000,-
 - Sisa : Rp. 27.000,-
 - Prosentase : 99,49 %
 Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah
 penyelesaian perkara baik administrasi maupun produk hukumnya yang dapat dijadikan
 salah satu indikator keberhasilan kinerja dalam tahun anggaran 2018. Keberhasilan
 pencapaian kinerja sangat bergantung pada beberapa kendala yang dihadapi antara
 lain adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas,
 namun Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selalu berusaha meningkatkan kualitas dan
 kuantitas di semua unit termasuk Sumber Daya Manusia sehingga dapat meningkatkan
 kinerja instansi secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi prajurit
 dan masyarakat pencari keadilan. Pada tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan
 Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi
 dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sehingga diharapkan tidak lagi terjadi
 jabatan rangkap.
 Demikian ringkasan eksekutif ini kami sajikan sebagai gambaran singkat dari
 laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dalam hal ini kami tetap
 berupaya secara optimal agar kinerja pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat
 lebih ditingkatkan.
 DAFTAR ISI
 KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….. i
 DAFTAR ISI
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PENDAHULUAN A. Latar Belakang
 Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter
 kekuasaan kehakiman dengan menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah
 kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
 menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan :
 “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
 menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
 Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
 Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
 Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
 lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
 militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
 Konstitusi”. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut kemudian
 diatur bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan
 badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan
 Mahkamah Agung, sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 Waulaupun Peradilan Militer bersama dengan peradilan lainnya telah satu
 atap dengan Mahkamah Agung, tetap dalam semangat dan roh sebagai
 pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk
 menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan
 penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, berdasarkan Pasal 5 Undang-
 Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga
 menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi
 Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan
 Pengadilan Militer Pertempuran.
 Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan
 peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah
 Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan dengan berlandaskan Keputusan
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 Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan
 organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan
 militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung
 Republik Indonesia. Namun demikian struktur organisasi peradilan militer masih
 mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari
 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang pokok-pokok organisasi dan
 prosedur Mahkamah Militer. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI
 Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI
 Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat
 Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer,
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi
 Kalimantan Timur.
 Wilayah Hukum (jurisdiksi) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan meliputi 2 (dua)
 Propinsi yang terdiri dari :
 1. Propinsi Kalimantan Timur
 2. Propinsi Kalimantan Utara
 Mengenai justisabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana
 yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang
 melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinas aktif
 dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer
 berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan
 kewenanganya baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial Peradilan
 Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan
 oleh Mahkamah Agung Republik Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya
 badan peradilan yang ideal. Oleh karenanya, perlu membuat laporan
 pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan
 dihubungkan dengan anggaran yang diterimanya sehingga dapat diketahui
 masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
 Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan me-
 nyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan
 kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Militer
 I-07 Balikpapan dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses
 pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan (result) yang
 dicapainya dan kegagalan tingkat kinerja yang terjadi. Dengan kata lain,
 tersusunnya LKJIP Tahun 2018 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban
 dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu)
 tahun berjalan. LKJIP 2018 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah
 yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 19
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99 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
 Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
 Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selalu berusaha
 meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta
 memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan melakukan
 pendekatan-pendekatan dalam kerangka pengadilan yang unggul (The
 Framework of Courts Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area, yang
 kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : driver (pengarah/pengendali),
 system and enabler (sistem dan penggerak) dan result (hasil). Pengarah/
 pengendali terdiri dari : Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan; Sistem
 penggerak terdiri dari :
 a. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
 b. Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan.
 c. Penyelenggaraan persidangan.
 Sedangkan hasil terdiri dari :
 a. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
 b. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
 c. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.
 B. Tugas Pokok dan Fungsi.
 1. Fungsi Teknis Yudisial.
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di bidang fungsi teknis yudisial bertugas
 melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan
 berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak
 Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun
 2010-2035. Fungsi teknis yudisial ini meliputi program-program peningkatan
 manajemen dan kepemimpinan peradilan militer sesuai dengan kompetensi yang
 dimilikinya. Kompetensi absolut (justisiabel) peradilan militer dijelaskan Pasal 9
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada pokoknya
 menyatakan :
 a. Mengadili Tindak Pidana Militer.
 Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada
 waktu melakukan adalah :
 1) Prajurit.
 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang
 dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-
 undang.
 4) Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan
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 undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu
 golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau
 dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, tetapi atas
 keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili
 oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
 b. Tata Usaha Militer.
 Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
 Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi
 sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai
 pengadilan tingkat banding.
 c. Peradilan Militer juga memiliki kompetensi absolut untuk
 menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana
 bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang
 ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus
 memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.
 Kompetensi relatif (juriskdiksi) merupakan kewenangan pengadilan
 sejenis untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-
 Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Pengadilan
 dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan
 oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yaitu :
 a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya, atau
 b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah
 hukumnya. Pasal 11 menegaskan : “Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan
 berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama
 kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dulu harus mengadili
 perkara tersebut“. Pengadilan Militer, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
 bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
 menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Pengadilan Militer
 memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang
 Terdakwanya adalah :
 a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah,
 b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf
 b dan huruf c yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan"
 Kapten ke bawah, dan
 c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili
 oleh Pengadilan Militer.
 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer
 mempunyai fungsi sebagai berikut :
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a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi
 kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian
 perkara.
 b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara
 banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan
 lainnya.
 c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua
 unsur di lingkungan Pengadilan Militer (bidang umum, kepegawaian
 dan keuangan).
 2. Fungsi Non Teknis Yudisial
 Guna terlaksananya tugas pokok (teknis yudisial) tersebut Pengadilan
 Militer I-07 Balikpapan menyelenggarakan fungsi pendukungnya (non teknis
 yudisial) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 a. Manajemen Sumber Daya Manusia.
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pengadilan tingkat
 pertama manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan
 kapabilitas/keahlian setiap personil dengan menyertakan parameter
 obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan
 berkualitas. Indikator obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan
 dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem reward and
 punishment yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 b. Manajemen Sumber Daya Keuangan.
 Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu
 diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial.
 Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran)
 didasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditentukan.
 c. Manajemen Sarana dan Prasarana.
 Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah kemampuan mengelola sarana
 prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman,
 nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup
 pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan
 manajemen aset milik Negara.
 d. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI).
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berupaya untuk
 mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan
 internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna
 pengadilan. Berusaha dengan menerapkan kebijakan sistem pengelolaan
 Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk
 memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di
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 setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya
 peningkatan penyelesaian administrasi perkara (minutasi) dan kualitas
 pelayanan informasi kepada masyarakat.
 e. Transparansi Peradilan
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berusaha meningkatkan
 pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi
 bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan
 informasi secara digital (soft copy) dan paper less, juga perlu terus
 ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan
 informasi.
 f. Fungsi Pengawasan Internal
 Kegiatan pengawasan internal secara langsung dilaksanakan oleh
 kepala bidang/bagian yang mengawasi. Pelaksanaan tugas dan
 tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang
 dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya
 kepada Kadilmil. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim
 Pengawas bidang yang terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu :
 1) Hakim/Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan
 Pelaporan.
 2) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Perkara dan Disiplin Anggota.
 3) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
 4) Hakim/Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata
 Laksana.
 5) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Keuangan.
 C. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 Susunan Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah mulai memiliki
 Struktur Organisasi yang baru mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
 Peradilan. Adapun Susunan Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah
 sebagai berikut :
 1. Unsur Pimpinan :
 a. Ka Dilmil I-07 Balikpapan : Letkol Sus Syf Nursiana, S.H.
 b. Waka Dilmil I-07 Balikpapan : -
 2. Unsur Pelaksana :
 Pok kimmil : Letkol Sus Sariffudin Tarigan, S.H, M.H
 Mayor Sus Yanto Herdiyanto, S.H, M.H.
 Mayor Chk Yudi Pranoto Atmojo, S.H.

Page 16
                        

Mayor Chk Nurdin Raham, S.H.
 Unsur Staf :
 Panitera : Mayor Chk Agus Handaka, S.H.
 Panitera Muda Pidana : -
 Panitera Muda Hukum : Letda Chk Rohim, S.H.
 Kelompok Fungsional
 1. Panitera Pengganti : Pelda Arief Lesmono, S.H.
 2. Pranata Peradilan : -
 Unsur Pelayanan :
 Sekretaris : Kapten Sus Andi Dala Uleng, S.H.
 Kasubag Perencanaan, : PNS Gol. III/c Sri Handajani
 Tekhnologi Informasi dan
 Pelaporan
 Kasubag Kepegawaian : PNS Gol.III/C Nova Kartika
 Sari,S.Pd,S.H.,(BP.Dilmil III-18 Ambon)
 Kasubag Umum dan : PNS Gol.III/c Puspaningsih
 Keuangan Organisasi dan
 Tata Laksana
 Kelompok Fungsional
 1. Fungsional Arsiparis : -
 2. Fungsional Pustakawan : -
 3. Fungsional Pranata : -
 Komputer
 4. Fungsional Bendahara : -
 5. Staf Sub Bagian : Serka Fikriansyah
 Umum dan Keuangan
 6. Staf : 1. PNS Gol.III/b Sarengat
 2. PNS Gol.III/b Sugeng Nuraini
 7. Tenaga Honorer : Aloysia Maria Wahyu Widianingsih,S.Kom
 Retno Andhika Dewi Irawan
 Alfiani Hayaturida Rusnawati, A.md
 Rendi Pratama Putra, S.Kom
 Muhammad Subky, S.H.
 M. Jauhari
 Rochman
 Muhammad Eko Wahyu Hardjanto,A.Md\
 Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
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 D. Kondisi Lingkungan Strategis
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai salah satu badan
 pelaksana tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Militer
 melaksanakan fungsi Pengadilan pada tingkat pertama bagi Prajurit TNI yang
 berpangkat Kapten ke bawah berkedudukan di Balikpapan dengan wilayah
 hukum meliputi Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan
 fungsi utamanya sebagai berikut :
 1. Memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara-
 perkara kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang berdasarkan peraturan
 perundang-undangan yang menjadi wewenangnya.
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2. Mengatur dan meneruskan permohonan banding, Kasasi. dan Grasi
 serta Peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
 Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut,
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan harus mampu mewujudkan keserasian
 dan keseimbangan sehingga baik fungsi organisasi, administrasi dan
 finansial dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, sehingga dapat
 meningkatkan hasil kerja seoptimal mungkin dengan sarana dan prasarana
 serta anggaran yang tersedia dalam DIPA.
 Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan
 tugas organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada TA 2018 adalah
 sebagai berikut :
 1. Kekuatan (Strength).
 Kekuatan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mencakup hal-hal yang
 memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai
 dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :
 a. Merupakan provost (kawal depan) di wilayah Provinsi
 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
 b. Bersifat independen, yakni terlepas dari pengaruh lembaga /
 Instansi lain.
 c. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan unsur penegak
 hukum dan memiliki hubungan baik dengan instansi penegak hukum
 terkait lainnya.
 d. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaku Pengadilan Tingkat
 Pertama.
 2. Kelemahan (Weakness)
 Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 dirinci dalam beberapa aspek :
 1. Aspek Proses Peradilan.
 a. Sering terlambatnya penerimaan relaas panggilan ke
 kesatuan / tempat tinggal Terdakwa maupun para Saksi.
 b. Perkara yang belum diselesaikan rata-rata perkara Desersi
 dan Narkoba yang Terdakwanya tidak ada / melarikan diri.
 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 a. Kurangnya personel : Panitera 1 (satu) orang dan Panitera
 Pengganti 3 (tiga) orang, tidak adanya Panmud Hukum dan
 Panmud Pidana.
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 b. Sumber daya manusia masih kurang memadai karena
 rekrutmen pegawai yang diterima belum sesuai dengan
 kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan, sehingga masih ada
 pegawai yang memiliki pekerjaan rangkap.
 c. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah
 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, namun masih
 banyak kekosongan pegawai dalam struktur organisasi dalam
 menduduki jabatan struktural.
 d. Belum meratanya dalam mengisi jabatan struktural yang
 kosong bagi PNS golongan III, sehingga banyak PNS golongan
 III yang tidak dapat menduduki jabatan tersebut.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 a. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 b. Belum maksimalnya penggunaan sistem pengaduan
 masyarakat pencari keadilan yang berbasis Teknologi Informasi.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 Belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem
 manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 a. Belum adanya sarana rumah dinas bagi pejabat dan personel
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 b. Terbatasnya kendaran dinas roda 4 sebagai kendaraan
 operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan
 wilayah hukum yang sangat luas.
 3. Peluang (Opportunities).
 Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer
 I-07 Balikpapan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
 1. Aspek Proses Peradilan.
 a. Menambah personel Hakim, Panitera dan personel
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 b. Membuka layanan pengaduan bagi masyarakat pencari
 keadilan.
 c. Melaksanakan sidang keliling dengan menambah anggaran
 perjalanan dinas untuk sidang keliling.
 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
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a. Tenaga Honorer yang ada, dapatnya menjadi prioritas
 dalam penerimaan CPNS dan serta menambah personel.
 b. Memberi peluang dan mengusulkan secara terus
 menerus PNS golongan III untuk mengisi jabatan struktural
 yang kosong, serta memperpendek Birokrasi.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 a. Menerapkan dan menetapkan evaluasi kinerja sesuai
 dengan Job Discripsion.
 b. Memaksimalkan penggunaan sistem pengaduan.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 Memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem
 manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 a. Mengusulkan pengadaan rumah dinas bagi pejabat dan
 personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 b. Mengusulkan pengadaan kendaraan dinas roda 4 sebagai
 kendaran operasional.
 4. Tantangan yang dihadapi (Threats) .
 Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk
 tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
 1. Aspek Proses Peradilan.
 a. Dengan adanya penambahan Panitera dan Panitera
 pengganti, diharapkan, maka penyelesaian perkara lebih
 cepat/lebih banyak.
 b. Harus mampu melaksanakan mekanisme evaluasi secara
 konsisten dan konsekuen.
 c. Dengan adanya sidang keliling, maka harus mampu
 menyelesaikan perkara lebih cepat dalam waktu yang singkat.
 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 a. Mampu memberi pengawasan dan pembinaan secara
 terus-menerus.
 b. Untuk meningkatkan kinerja sesuai tanggung jawab jabatan
 yang diembannya.
 c. Harus mampu mengisi jabatan struktural yang tersedia.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 a. Mampu menerapkan sistem reward & punishment untuk
 mengontrol kinerja.
 b. Mampu menjawab setiap pengaduan dari masyarakat pencari
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 keadilan.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 Mampu memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem
 manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 a. Mampu memelihara dan merawat rumah dinas.
 b. Mampu memelihara dan memelihara kendaraan dinas
 operasional.
 Potensi dan Permasalahan
 Potensi Permasalahan
 1. Penyelesaian Perkara SE MA RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 Lingkungan Peradilan. SOP Penyelesaian perkara Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 Masih ada penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan, khususnya penyelesaian perkara Desersi Di Masa Damai yang Terdakwanya tidak diketemukan, hal ini diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk penyelesaian perkara Inabsensia dapat diselesaikan secepat-cepatnya 6 bulan.
 2. Manajemen penanganan perkara
 Pemanfaatan teknologi informasi Menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Menggunakan template putusan Regulasi MA RI yang mendukung pelakanaan SIPP’
 Masih banyaknya keluhan public tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif; Etos kerja SDM dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
 3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan
 Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia, MA RI telah melaksanakan Diklat Hakim dan Panitera.
 Masih tingginya para pencari keadilan yang belum merasa mendapatkan keadilan dalam berperkara sehingga memicu para pihak untuk melakukan upaya hukum (Banding),Kasasi dan PK
 4. Akses terhadap Pengadilan
 Adanya program penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling. Pemanfaatan/tersedianya teknologi informasi dalam mengakses informasi Pengadilan melalui sarana meja informasi. SK Ketua MA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.
 Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelesaian perkara dengan program sidang keliling, mengingat secara geografis letak/wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang terdiri dari 2 propinsi yaitu propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara. Masih terbatasnya sarana informasi yang disediakan, sehingga belum menjamin transparansi di Pengadilan.
 5. SDM Pelatihan bagi tenaga teknis peradilan. Dilaksanakannya sistem kompetensi dalam rangka promosi jabatan melalui Fit and Propertest
 Masih kurangnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan Pola karier yang belum berdasarkan kompetensi. Beban kerja yang belum merata.
 Regulasi Tahun 2015 sampai dengan 2019.
 1. Pada penghujung tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI
 Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
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Perma tersebut mengatur pemisahan Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan dan
 Kesekretariatan, sehingga tidak ada lagi jabatan rangkap/rangkap jabatan.
 Kemudian sebagaimana dalam Pasal 461 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan “Dengan
 ditetapkanPerma ini maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan
 Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-pokok
 Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik
 Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI………….dst.”
 dinyatakan tidak berlaku lagi.
 2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin
 Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
 bawahnya, mengatur tentang:
 Bab I : Ketentuan Umum
 Pasal 1 (1-8), Berisikan tentang hal-hal yang dimaksud; Disiplin
 Kerja, Hakim, Sanksi, Hakim, Hakim Ad Hock, Hakim Yustisial,
 Hakim Non Palu, Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua/Kepala dan
 Wakil Ketua/Wakil Kepala.
 Bab II : Disiplin Kerja Hakim
 Pasal 2 s.d. 12, Mengatur tentang Kewajiban, Hari Kerja, Jam
 Kerja, Jam Istirahat, Daftar Hadir, Daftar Pulang dan Izin.
 Bab III : Pembinaan
 Pasal 13 s.d. 15, Mengatur tentang Cuti Sakit dan Sanksi
 Bab IV : Pelaporan
 Pasal 16 s.d. 19, Mengatur tentang Kewajiban Melaporkan
 dalam hal adanya tindak pelanggaran disiplin.
 Bab V : Pembentukan an Susunan Tim Pemeriksa.
 Pasal 20, Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Tim
 Pemeriksa.
 Bab VI : Pelanggaran
 Pasal 21, Mengatur tentang Penjatuhan Sanksi atas Tindak
 Pelanggaran
 Bab VII : Sanksi
 Pasal 22, 23, Mengatur tentang Jenis-jenis Sanksi.
 Bab VIII : Ketentuan Peralihan
 Pasal 24, Menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan
 Mahkamah Agung ini, Kep KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009
 tentang Perubahan Pertama atas Kep KMA No.
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 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
 dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim
 dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
 yang berada di bawahnya, sepanjang yang mengatur penegakan
 disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus
 kinerja Hakim dinyatakan tidak berlaku.
 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan
 Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
 Peradilan di bawahnya, mengatur tentang:
 Bab I : Ketentuan Umum
 Pasal 1, mengatur tentang yang dimaksud dengan Pengawasan
 dan Pembinaan Atas Langsung, Pengawasan Melekat,
 Pengawasan Fungsional, Hakim, Bawahan, Aparatur, Kode etik
 aparatur Peradilan, Atasan Langsung, Pimpinan Mahkamah
 Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Pimpinan
 Pengadilan Tingkat Pertama, Pejabat Struktural, Pengadilan
 Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
 Bab II : Kewajiban Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung.
 Pasal 2 s.d. 8, mengatur tentang Kewajiban Atas Langsung,
 Tindak lanjut, Bentuk-bentuk Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi
 Sementara.
 Bab III : Pelanggaran, Sanksi dan Penghargaan
 Pasal 9 s.d. 11, mengatur tentang Bentuk-bentuk Sanksi dan
 Penghargaan.
 Bab IV : Penutup
 Pasal 12 dan 13, menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya
 Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Keputusan KMA Nomor
 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung
 Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan
 Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan
 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pedoman
 Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan
 Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 Bab I : Ketentuan Umum
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Pasal 1 s.d. 3, mengatur tentang hal-hal yang dimaksud:
 Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Meja Pengaduan,
 Penelaahan Pengaduan, Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim, Pihak
 Terkait, ASN, Pelanggaran, Pemeriksaan, Konfirmasi, Klarifikasi,
 Rekomendasi, Tindak lanjut, Rehabilitasi, Pejabat Pembina
 Kepegawaian, Pelapor dan atau Whistleblower, Terlapor, Saksi,
 Ahli, Pendamping, SIWAS MARI, SIKEP, Hari, Tujuan Penanganan
 Pengaduan dan Sarana Pengaduan.
 Bab II : Prinsip-prinsip Penanganan Pengaduan
 Pasal 4, mengatur tentang prinsip-prinsip pengaduan yang meliputi:
 Terintegrasi, Objektivitas, Efektif, Transparansi, Akuntabilitas,
 Kerahasiaan, Adil, Non Diskriminatif, Independensi, Netralitas,
 Kepastian Hukum, Profesionalitas, Proporsionalitas dan Menjunjung
 tinggi Independensi Peradilan.
 Bab III : Kewenangan Penanganan Pengaduan
 Pasal 5 s.d. 9, mengatur tentang Penanganan Pengaduan adalah
 kewenangan Badan Pengawasan, Pendelegasian wewenang
 kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Badan
 Pengawasan melaksanakan Penanganan Pengaduan atas inisiatif
 sendiri maupun atas perintah Pimpinan Mahkamah Agung dan
 Penanggung Jawab Penanganan Pengaduan.
 Bab IV : Penyampaian dan Pengadministrasian Pengaduan
 Bab V : Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan
 Bab VI : Pelaporan dan Pengarsipan
 Bab VII : Penutup
 E. Sistematika Penyajian
 Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan adalah sebagai berikut :
 BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang
 B. Tugas Pokok dan Fungsi
 C. Struktur Organisasi Pengadilan Militer
 D. Kondisi Lingkungan Strategis
 E. Sistematika Penyajian
 BAB II PERENCANAAN KINERJA
 A. Rencana Strategis (Renstra)
 1. Visi dan Misi
 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
 B. Rencana Kinerja Tahunan 2018

Page 25
                        

LkjIP – Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2018 - 21
 -
 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2019
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 A. Capaian Kinerja Organisasi
 B. Analisis Kinerja
 B. Realisasi Anggaran
 BAB IV PENUTUP
 A. Kesimpulan
 B. Saran-saran
 LAMPIRAN
 1. Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 dan Rencana Kinerja Tahunan
 (RKT) tahun 2019.
 3. Lain-lain yang dianggap perlu (Penghargaan yang diterima oleh Satker)
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BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
 A. Rencana Strategis
 Rencana Srategis merupakan langkah awal mewujudkan manajemen
 peradilan berbasis kinerja. Secara umum perencanaan strategis dapat diartikan
 sebagai proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dari sebuah
 keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyak pengetahuan
 antisipatif, melaksanakan dan mengukur hasil secara terorganisir dan sistematis.
 Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
 yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
 dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang
 mungkin terjadi.
 Renstra Pengadilan I-07 Balikpapan tahun 2015 – 2019 sebagai proses
 yang berorientasi pada hasil ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan dan sasaran
 yang telah ditetapkan organisasi, adapun uraiannya sebagai berikut :
 1. Visi dan Misi
 Salah satu syarat organisasi untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan
 fungsinya secara tepat guna, efektif, efisien, kapabel, bersih dan berwibawa serta
 akuntabel guna mendukung program Pemerintah secara Nasional, haruslah
 dicanangkan/dirumuskan suatu Visi dan Misi organisasi, oleh karenanya
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merumuskan Visi dan Misi yang selaras
 dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung R.I, mengingat Mahkamah Agung R.I
 merupakan puncak kekuasaan dari pelaksana kehakiman yang dilakukan oleh
 badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki visi dan misi sebagai berikut :
 a. Pernyataan Visi.
 Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan
 berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Pengadilan
 Militer I-07 Balikpapan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai visi
 sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-07
 BALIKPAPAN YANG AGUNG”
 b. Pernyataan Misi
 Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan,
 yaitu :
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
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 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
 pencari keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas personel di lingkungan Pengadilan
 Militer I-07 Balikpapan.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer
 I-07 Balikpapan.
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2. Tujuan dan Rencana Strategis
 a. Tujuan
 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
 Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3
 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi
 Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas
 Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan
 penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) diperlukan
 prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan hukum, transparansi, kesetaraan,
 daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan
 efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas
 ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang
 aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan
 untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur
 Negara/pemerintah.
 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun,
 disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
 Nomor: 553/SEK/01/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan sesuai Surat
 Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan
 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan.
 Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode Tahun 2018 adalah
 suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan uraian secara umum sebagai
 berikut :
 1) Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini
 para pencari keadilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 2) Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan
 teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum,
 kepegawaian dan keuangan.
 3) Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan
 dalam menegakan hukum (law enforcement).
 b. Rencana Strategis.
 Sebagaimana telah dijelaskan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan
 Angkatan Bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan
 memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan
 negara. Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukan di atas, perlu
 adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan
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 strategis di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang lebih
 terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya (teknis yudisial) yaitu
 menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara
 kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer
 berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana di wilayah
 hukumnya.
 Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum
 masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, semakin
 tinggi kualitas maupun kuantitasnya, karena itu perlu adanya upaya
 langkah strategi dalam kerangka pengadilan yang unggul (the framework
 of courts excellence) dengan memperhitungkan setiap unsur (variable)
 yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
 ditetapkan.
 Dalam Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan tiga
 langkah penting yaitu :
 1. Perencanaan Strategis
 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan yaitu Strategi dirancang
 melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan
 mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :
 a) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 b) Berperilaku Adil.
 c) Berperilaku jujur.
 d) Berperilaku Bijaksana.
 e) Bertanggung Jawab.
 f) Menjunjung tinggi Harga Diri.
 g) Berintegritas Tinggi.
 h) Berdisiplin Tinggi.
 i) Berperilaku Rendah Hati.
 j) Bersikap Mandiri.
 k) Bersikap Profesional.
 Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan adalah :
 a) Meningkatnya penyelesaian perkara.
 b) Peningkatan efektfitas pengelolaan penyelesaian
 perkara.
 c) Peningkatan implementasi SIPP sebagai sarana
 otomatisasi pengelolaan perkara.
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d) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
 peradilan (access to justice).
 e) Meningkatnya kualitas pengawasan
 f) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
 Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan
 dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Tahun 2018
 merupakan lanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
 I-07 Balikpapan tahun 2015 s/d 2019 yang merupakan gambaran
 atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan
 Militer I-07 Balikpapan yang lingkupnya dalam kurun waktu 5
 tahunan. Sehingga Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan tahun 2015 s/d 2019 merupakan proses yang
 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi yang
 telah ditetapkan organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi serta
 sasaran strategis, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 mengusulkan program yang dituangkan di dalam DIPA sebagai
 berikut :
 a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
 Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
 b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Mahkamah Agung.
 c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
 dan Tata Usaha Negara (TUN).
 2. Penetapan Tujuan
 Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, dimana Pengadilan
 Militer I-07 Balikpapan harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk
 mencapai tujuan sebagai berikut :
 Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam
 melaksanakan TUPOKSI. Terwujudnya aparatur peradilan yang
 memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.
 a) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat
 pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas.
 b) Terwujudnya administrasi Kesekretariatan yang dapat
 mendukung TUPOKSI Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 c) Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi
 informasi kepada segenap pegawai dilingkungan Pengadilan
 Militer I-07 Balikpapan.
 d) Meningkatkan aspek pengawasan dan pembinaan
 personel di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 dalam mewujudkan peningkatan kualitas SDM.
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 e) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kemandirian
 dalam pengelolaan anggaran
 f) Mengoptimalkan operasional penggunaan teknologi
 informasi (Website) sebagai sarana meningkatkan
 kredibilitas dan akuntabilitas, kepada masyarakat khususnya,
 didalam mengakses informasi berupa putusan-putusan dari
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 Guna mencapai sasaran dan terwujudnya RENSTRA
 tersebut maka disusunlah Program Kerja Pengadilan Militer
 I-07 Balikpapan Tahun 2019 sebagai berikut :
 1. Menanamkan nilai-nilai kedisiplinan di Lingkungan
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 a. Mewujudkan Visi dan Misi.
 1). Sosialisasi Visi dan Misi kepada seluruh
 anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 (disampaikan pada saat apel pagi/sore, dan
 pada waktu rapat / jam Komandan yang
 diselenggarakan sebulan sekali).
 2). Penekanan kepada seluruh anggota untuk
 melaksanakan Visi dan Misi tersebut
 (disampaikan pada saat apel pagi dan sore
 serta jam Komandan ).
 3) Selain Visi dan Misi diatas, guna
 meningkatkan semangat budaya kerja
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga telah
 mempunyai “Motto” yang dituangkan dalam
 kalimat “RADJA” yang merupakan
 kepanjangan atau penjabaran dari : (Responsif,
 Akuntabel, Disiplin, Jujur, Adil)
 1. Responsif : Berusaha untuk peka dan
 cepat tanggap terhadap kebutuhan publik,
 secara proaktif mempelajari dan
 menganalisis kebutuhan publik untuk
 kemudian melahirkan berbagai kebijakan
 strategis guna memenuhi kepentingan
 umum tersebut;
 2. Akuntabel : Selalu mempertanggung
 jawabkan semua kebijakan, perbuatan,
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moral, maupun setiap kegiatan dan hasil
 akhir dari kegiatan penyelenggara negara
 secara transparan dan terbuka sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-
 undangan yang berlaku;
 3. Displin : Upaya mengendalikan diri dan
 sikap mental individu atau masyarakat
 dalam mengembangkan kepatuhan dan
 ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib
 berdasarkan dorongan dan kesadaran
 yang muncul dari dalam hatinya;
 4. Jujur : Bersikap dan berprilaku yang baik
 dengan sungguh-sungguh dan apa
 adanya, merupakan prinsip dasar dan
 menjadi cerminan dari kepribadian;
 5. Adil : Suatu cerminan yang dapat
 dijadikan sebagai inspirasi yang layak dan
 tidak memihak siapa pun;
 4) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 mempunyai 2 (dua) ruang sidang yaitu : Ruang
 Sidang Borneo I dan Ruang Sidang Borneo II
 yang keduanya digunankan untuk persidangan.
 b. Menanamkan nilai-nilai kedisiplinan.
 1). Mewajibkan seluruh anggota untuk apel
 pagi dan apel sore yaitu :
 Senin, Rabu, Kamis jam 08.00 s.d 16.30 wita
 Selasa jam 07.00 s.d 15.30 wita,
 Jum’at jam 07.00 s.d 16.00 Wita
 2). Melaksanakan kegiatan Peraturan Baris
 Berbaris(PBB) (dilaksanakan setiap hari Rabu ).
 c. Memberikan pembekalan Peraturan Disiplin
 kepada personel Militer / PNS.
 d. Memberikan pembinaan Kesejahteraan jasmani
 dan Moril (olah raga setiap hari Selasa dan Jum’at,
 pembinaan mental setiap bulan pada minggu
 keempat).
 2. Memenuhi kebutuhan personel dan materiil organisasi
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 a. Personel.
 1). Mohon penambahan pegawai untuk
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 tenaga yang mempunyai keahlian atau
 berpendidikan bidang Teknologi Informasi.
 2). Penambahan/Penempatan Personel
 untuk mengisi Jabatan yang kosong.
 b. Materiil.
 1). Mohon prioritas pembangunan mess dan
 rumah dinas untuk Kepala Pengadilan Militer
 I-07 Balikpapan, Waka, Hakim Militer, dan
 Panitera.
 2). Penambahan alat pengolah data dan
 meubelair.
 3). Pemeliharaan dan perawatan sarana
 gedung dan inventaris kantor.
 4). Penambahan kendaraan dinas Minibus
 untuk operasional Kantor Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan.
 3. Meningkatkan SDM Hakim, Panitera, staf administrasi
 umum, Staf keuangan, serta meningkatkan sarana dan
 prasarana.
 a. Terwujudnya kemampuan teknis dan non teknis
 Hakim, Panitera staf Minkara dan Minku :
 1). Mengikutsertakan personel dalam
 pendidikan, pelatihan, kursus-kursus kepada
 anggota TNI maupun PNS di bidang teknis
 maupun non teknis yang diselenggarakan oleh
 Mahkamah Agung RI dan instansi lain terkait.
 2). Memberikan kesempatan untuk
 mengikuti Pendidikan (Kuliah) S1 dan S2 sejauh
 tidak mengganggu pelaksanaan
 tugas/pekerjaan.
 3). Melaksanakan rapat koordinasi secara
 rutin (Rakornis, Bintek yang dilaksanakan oleh
 Dilmilti / Dilmiltama / Ditjen Badilmiltun).
 b. Sarana dan Prasarana :
 1). Mengembangkan sistem informasi
 manajemen.
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2). Pembuatan desk Info (sudah
 dilaksanakan berupa pemasangan komputer
 dengan akses ke situs Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan di ruang tamu ).
 3) Tersedianya Ruang Laktasi bagi saksi
 atau pengunjung yang membawa bayi ke
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 4) Tersedianya Alat Pemadam Api (APAR)
 dan Papan Petugas untuk mengantisipasi bila
 terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
 5) Tersedianya Charger Corner bagi
 pengunjung yang ingin mengisi baterai
 gadgetnya.
 6) Tersedia Kotak Survey Kepuasan Publik
 sebagai sarana untuk mengetahui tingkat
 kepuasan publik terhadap Pelayanan Publik
 yang ada pada Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan.
 7) Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan
 Muster Point sebagai penunjuk untuk Jalur
 Evakuasi bila terjadi musibah atau hal-hal yang
 tidak diinginkan.
 8) Sarana Olahraga berupa perlengkapan
 Tenis Meja yang bisa digunakan oleh
 pengunjung.
 9) Tanda Pengenal bagi pengunjung yang
 datang pada Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan.
 10) Tersedia Area Khusus Merokok /
 Smoking Area di area basement yang terbuka
 sehingga lingkungan didalam kantor Pengadilan
 Militer I-07 bebas asap rokok.
 11) Tersedia Ruang Tamu Umum bagi
 pengunjung yang datang ke Pengadilan Militer
 I-07 Balikpapan.
 12) Tersedia Surat Kabar di ruang tunggu
 untuk para pengunjung.
 4. Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara.
 a. Memutus perkara selambat-lambatnya 2 bulan
 setelah berkas diterima dari Baotmil I-07 Balikpapan.
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 b. Mempercepat minutasi berkas upaya hukum.
 c. Melaksanakan sidang keliling mendekati
 tempat tinggal saksi dan kesatuan Terdakwa.
 d. Putusan yang banyak mengundang perhatian
 publik dapat segera diakses oleh publik.
 5. Meningkatkan pembinaan, etos kerja, serta
 pengawasan Kelembagaan Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan.
 a. Mengoptimalkan pelaksanaan 5 hari kerja.
 b. Saling koordinasi dalam menyelesaikan tugas
 pokok.
 c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan
 terhadap pelaksanaan persidangan secara terus
 menerus.
 6. Menyusun Program Anggaran sesuai kebutuhan dan
 melaksanakan secara optimal, transparan serta akuntabel.
 a. Menggunakan secara optimal sesuai dengan
 DIPA.
 b. Menyusun program kerja dan anggaran Tahun
 2018
 c. Melaksanakan / membuat pelaporan
 pertanggung jawaban penggunaan anggaran.
 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.
 a. Untuk mendukung kegiatan pada T.A 2018 Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan didukung oleh DIPA dan RKA-KL Tahun 2018 yang pelaksanaannya
 mengacu kepada Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-
 undang No. 18 tahun 2016 tentang APBN tahun 2018, sedangkan
 pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dilakukan secara khusus sesuai
 prosedur keuangan yang berlaku dengan dukungan 2 (dua) DIPA yaitu :
 1. DIPA Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : DIPA-
 005.01.2.663246/2018 tanggal 05 Desember 2017 (Badan Urusan
 Administrasi). DIPA sebesar Rp. 2.887.895.000,- (Dua milyard delapan
 ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu
 rupiah) yaitu : Dengan Pagu DIPA Belanja Pegawai sebesar
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Rp. 1.951.107.000,-(Satu milyard sembilan ratus lima puluih satu juta
 seratus tujuh ribu rupiah) Realisasi Belanja Pegawai sebesar sebesar
 Rp. 1.777.754.061,- (Satu milyard tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh
 ratus lima puluh empat ribu enam puluh satu rupiah ), persentase 99,99 %
 Sisa sebesar Rp. 177.939,- (Seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus
 tiga puluh sembilan rupiah), Belanja Barang Oprasional Rp. 899.288.000,-
 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh
 delapan ribu rupiah) Realisasi Belanja Barang Oprasional Rp.
 894.712.025,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua
 belas ribu dua puluh lima rupiah) persentase 99,94 % Sisa sebesar
 Rp. 575.975,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujun puluh
 lima rupiah), Belanja Barang Non Operasional Rp. 9.400.000,-(sembilan
 juta empat ratus ribu rupiah) Realisasi Belanja Barang Non Operasional
 Rp. 9.201.129,- (sembilan juta dua ratus satu ribu seratus dua puluh
 sembilan rupiah) persentase 97,89 % sisa sebesar Rp.198.500,- (seratus
 sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Belanja Modal Rp.
 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Realisasi Belanja
 Modal Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 persentase 100 % sisa sebesar Rp. 0,- (enol rupiah).
 a. Revisi Pagu Minus pada DIPA Nomor : DIPA-
 005.01.2.663246/2018 tanggal 05 Desember 2017
 dengan penjelasan sebagai berikut :
 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS (Belanja Tunj. PNS, Belanja
 Tunj. Anak PNS Gaji ke 13) 511123 Belanja Tunjangan Struktural
 PNS (Belanja Tunj. Struktural PNS, Belanja Tunjangan Struktural
 PNS Gaji ke 13 ), 511125 Belanja Tunj. PPH PNS (Belanja Tunj.
 PPH PNS, Belanja Tunj. PPH PNS Gaji ke 13) 511174 Belanja
 Tunjangan Fungsional PNS TNI/Polri (Belanja Tunjangan
 Hakim, Belanja Tunjangan Panitera) 521211 Untuk Pelantikan dan
 pengambilan sumpah jabatan Belanja Bahan (Spanduk, Konsumsi,
 Belanja Bahan), 521211 Untuk Koordinasi Belanja Bahan (Belanja
 Bahan, Konsumsi), 521111 Untuk Honorarium Pegawai Tidak
 Tetap Belanja Keperluan Perkantoran (Penjilidan/Fotocopy,
 Langganan Koran/Majalah, Air Minum, Pramubhakti (4 ORG x 13
 BLN1, Pengemudi (2 ORG x 13 BLN), Satpam ( 2 ORG x 13 BLN))
 521811 Belanja Barang Persedian Barang Konsumsi (Biaya
 Keperluan Sehari-Hari Perkantoran) Untuk Langganan Daya dan
 Jasa 521111 Belanja Keperluan Perkantoran (Langganan Internet,
 Langganan Web Hosting, Pembuatan Web), 521114 Belanja
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 Pengiriman surat dinas pos pusat (Biaya Pos), 522111Belanja
 Langganan Listrik (Biaya Listrik), 522112 Belanja Langganan
 Telepon (Biaya Telepon), 522113 Belanja Langganan Air (Biaya
 Air PDAM), untuk Pemeliharaan Gedung Kantor 523111 Belanja
 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Gedung Bangunan
 dan Kantor, Jaringan Telepon dan Internet, Halaman, Lampu
 Bohlam) 523121Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 (Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Personal PC, Printer,
 Pemeliharaan Mesin Genset, Bahan Bakar Miyak Genset,
 Laptop/Notebook, Mesin Fotokopi, AC, Mesin Pemotong Rumput,
 Tabung Pemadam Kebakaran)
 2. DIPA Dirjen Badilmiltun No : DIPA-005.01.2.663247/2018 tanggal
 05 Desember 2017 DIPA sebesar Rp. 63.921.000,- (enam puluh tiga juta
 sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) Dengan Pagu DIPA Persiapan
 Penyelesaian Perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 15.281.000,- (lima
 belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Realisasi Persiapan
 Penyelesaian Perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 15.279.000,-(lima
 belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) persentase 99,99 %
 sisa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Penyampaian Berkas perkara
 Banding, Kasasi, PK dan Grasi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu
 rupiah) Realisasi Penyampaian Berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan
 Grasi sebesar Rp. 0,- (enol rupiah) persentase 0,00 % sisa sebesar
 Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 Rincian Program dan kegiatan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang
 sudah dilaksanakan pada Tahun 2017 dengan menggunakan DIPA 01
 dapat disajikan sebagai berikut :
 005.01.01. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
 dan TUN.
 1066.001. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan.
 051 Dukungan Manajemen Pengadilan :
 A. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Tamu
 B. Koordinasi / Konsultasi ke tingkat
 Banding/MA/Instansi Lainnya
 C. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah dan
 Jabatan
 1066.994 Layanan Perkantoran
 001 Gaji dan Tunjangan
 A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
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002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor :
 A. Honorarium Pegawai tidak tetap.
 B. Langganan Daya dan Jasa :
 - Langganan Internet
 - Keperluan sehar-hari
 - Penambahan Content Website
 - Langganan Web Hosting
 C. Pemeliharaan Gedung Kantor :
 - Gedung bangunan Kantor
 - Halaman
 D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional
 Kantor.
 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 Aparatur Mahkamah Agung
 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan
 Mahkamah Agung
 1071.951 Layanan Internal (Overhead)
 054 Pengadaan Teknologi Informasi
 - Antivirus
 057 Pengadaan Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
 A. Alat Pengolah Data dan Komunikasi
 Pendukung Kesekertariatan :
 - PC
 - Printer
 - CCTV
 - Finger Print
 060 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
 Pendukung SIPP
 A. Alat Pengolah Data dan Komunikasi
 Pendukung SIPP :
 - Laptop - Komputer PC - Printer - TV LED - UPS - Scanner b. Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan sebagai berikut :
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 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
 JAWAB SUMBER DATA
 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 Catatan : Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya
 Panitera Laporan Bulanan dan
 Laporan Tahunan
 b. Persentase perkara :
 1) Pidana / Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang di selesaikan tepat waktu
 Catatan :
 Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
 Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
 Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
 Panitera Laporan Bulanan dan
 Laporan Tahunan
 c. Persentase penurunan sisa perkara
 Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
 Panitera
 Laporan Bulanan dan
 Laporan Tahunan
 a. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
 Banding
 Kasasi
 PK
 Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
 Panitera Laporan Bulanan dan
 Laporan Tahunan
 x 100%
 x 100%
 x 100%
 x 100%
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2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
 a. Persentase Salinan
 Putusan Yang
 Dikirim ke Oditur
 Militer dan
 Terdakwa Tepat
 Waktu
 Catatan: Tepat waktu sesuai SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung
 Panitera
 Laporan Bulanan dan
 Laporan Tahunan
 b. Persentase berkas
 perkara yang
 dimohonkan
 Banding Kasasi
 dan PK secara
 lengkap dan tepat
 waktu
 Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan : Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari
 Panitera
 Laporan Bulanan dan
 Laporan Tahunan
 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 Catatan :
 Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
 Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
 Panitera Laporan Bulanan dan
 Laporan Tahunan
 x 100%
 x 100%
 x 100%
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 B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
 Rencana Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja tahun 2018 yang dikaji sebagai berikut :
 NO
 SASARAN SRATEGIS
 INDIKATOR KINERJA
 TARGET
 1 2 3 4
 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 100%
 b. Persentase perkara : 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang
 diselesaikan tepat waktu
 88,76% 100%
 c. Persentase penurunan sisa perkara
 50 %
 d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK
 82,27% 86,07%
 100%
 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
 a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu
 100%
 b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 100%
 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 100%
 C. Perjanian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019
 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
 mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
 rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
 dikelola. Penetapan kinerja tahunan (PKT) ini merupakan tolak ukur evaluasi
 akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penyusunan Penetapan Kinerja ini
 didasarkan pada Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010
 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
 acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2018 tidak terlepas dari Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah (RPTJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun
 2018 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran
 tahun 2018.
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Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2018 dan
 dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2018, dengan menyesuaikan hasil dari
 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang disusun tahun 2018.
 Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang
 menjadi tupoksi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, maka dapat dirinci sebagai berikut :
 NO
 SASARAN
 INDIKATOR KINERJA
 TARGET
 1 2 3 4
 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 100%
 b. Persentase perkara : 1) Pidana/Kejahatan
 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu
 88,76% 100%
 c. Persentase penurunan sisa perkara
 50 %
 d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
 Banding Kasasi PK
 82,27% 86,07%
 100%
 2.
 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
 a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu
 100%
 b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 100%
 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 100%
 BAB III
 AKUNTABILITAS KINERJA

Page 43
                        

LkjIP – Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2018 39
 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
 untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
 kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
 kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun
 secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran
 perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.
 A. Capaian Kinerja Organisasi
 Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
 strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu
 pengukuran tingkat capaian kinenrja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2018
 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan
 realisasi kinerja tahun ini, membandingkan realisasi kinerja serta capaian dan analisis
 program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
 pernyataan kinerja. Metode pengukuran capaian kinerja (output) yang digunakan adalah
 membandingkan antara realisasi kinerja kegiatan dengan target kinerja kegiatan yang
 telah dicapai pada masing-masing program dengan rumus :
 Realisasi kinerja kegiatan x 100% = capaian kinerja kegiatan.
 Target kinerja kegiatan
 Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 dapat diuraikan dalam table berikut :
 No
 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Utama
 Target
 (%)
 Realisasi
 (%)
 Capaian
 (%)
 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 100 % 100 % 100 %
 b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas
 90 % 100 %
 88,76 % 100 %
 98,62 % 100 %
 c. Persentase penurunan sisa perkara
 -32,36 % 50% -154,51%
 d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi
 90 % 90 %
 82,27 % 86,07 %
 91,41 % 95,63 % 100 %
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PK 100 % 100 %
 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
 a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu
 100 %
 100 %
 100 %
 b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 100 %
 100 %
 100 %
 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 100 %
 100 %
 100 %
 Pengukuran Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2018 mengacu pada
 indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas.
 Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan seluruh
 kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 B. Analisis Kinerja.
 Capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat dianalisis sebagai
 berikut :
 Dalam tahun 2018 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menetapkan 3 (tiga)
 sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan
 mengaplikasikan 7 (tujuh) indikator kinerja. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan
 jumlah Hakim Militer yang berjumlah 5 (lima) orang telah dapat melaksanakan
 peningkatan proses penyelesaian perkara, dari ke 7 (tujuh) Indikator kinerja tersebut
 telah direalisasikan pada akhir tahun menunjukkan semua sasaran telah dicapai dengan
 baik.
 Dimana sisa Perkara tahun 2017 sebanyak 20 Perkara dan telah diselesaikan di
 Tahun 2018, ditambah dengan perkara 2018 yang diregister sebanyak 69 Perkara dan
 yang sudah di minutasi sebanyak 79 perkara dilimpahkan/dikembalikan ke OTMIL
 sebanyak 0 perkara Sehingga jumlah perkara yang bisa diselesaikan di Tahun 2018
 sebanyak 79 perkara atau sekitar 88,76%. Pelanggaran lalu lintas yang di selesaikan
 banyak 26 perkara jadi persentase perkara pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan
 tepat waktu telah tercapai 100%.
 SASARAN 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 Indikator kinerja 1 “ Persentase sisa perkara yang diselesaikan “
 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Capaian
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 1.
 2018 2016 2017
 Persentase sisa perkara
 yang diselesaikan :
 100%
 100%
 100%
 100%
 100%
 Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah
 perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus
 diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase
 sisa perkara yang telah diselesaikan (realisasi) dengan target yang ditetapkan.
 Sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 20 (dua puluh) perkara sisa perkara
 Kejahatan. Sedangkan perkara Pelanggaran Lalulintas tidak ada sisa.
 Sisa perkara tersebut dapat diselesaikan 100%, sehingga persentase capaian
 penyelesaian sisa perkara TA 2018 adalah 100%, dan dapat mencapai target 100%.
 Rekap sisa perkara tahun 2017 yang telah diselesaikan di tahun 2018.
 SASARAN 1
 Indikator kinerja 2 “ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu “
 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Capaian
 1.
 2018 2016 2017
 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :
 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas
 90 % 100 %
 88,76 % 100 %
 98,62 % 100 %
 99,57 % 100 %
 90,72 % 100 %
 Ukuran realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
 perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibagi dengan
 jumlah perkara yang ada. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan
 penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu (realisasi) dengan target yang
 ditetapkan.
 Data sisa perkara yang diselesaikan Jumlah Target Realisasi Capaian
 Pidana Militer :
 Sisa perkara tahun 2017 20
 Perkara masuk tahun 2018 69
 Jumlah perkara T.a. 2018 (perkara sisa +perkara masuk)
 89
 Sisa perkara thn 2017 yang diselesaikan pada thn 2018
 20 90 % 88,76 % 98,62 %
 Perkara tahun 2018 (perkara masuk) yang diselesaikan
 59
 Sisa perkara akhir tahun 2018 10
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Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2018 dapat menyelesaian 79
 perkara dengan perincian sebagai berikut :
 1) Pidana Kejahatan.
 Perkara tersedia/diregister sejumlah 89 perkara (perkara sisa + perkara
 masuk)
 Target : 90% dari perkara tersedia (diregister)
 Diselesaikan : 79 perkara, sisa 10 perkara.
 Realisasi : 79 : 89 X 100% = 88,76% (belum mencapai target)
 Capaian : 88,76% : 90% = 98,62%.
 2) Pelanggaran Lalulintas.
 Perkara tersedia/diregister sejumlah 26 perkara.
 Target : 100% dari perkara tersedia (diregister)
 Diselesaikan : 26 perkara, sisa Nihil.
 Realisasi : 26 : 26 X 100% = 100% (mencapai target)
 Capaian : 100%.
 Adapun Realisasi penyelesaian perkara dalam tahun 2018 pidana kejahatan
 belum mencapai target, kondisi ini disebabkan antara lain karena :
 1. Adanya proses penyelesaian perkara yang harus diselesaikan dalam waktu
 6 bulan, yaitu perkara pidana Kejahatan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM
 “Desersi di masa damai” yang Terdakwanya tidak diketemukan, sebagai
 pertimbangan adalah bahwa perkara yang masuk sebagian didominasi oleh
 perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri (In Absentia) sehingga harus
 ditempuh tahapan prosedur penyelesaian perkara sebagaimana pasal 143 UU No.
 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 2. Seringnya jadwal persidangan bertepatan dengan kegiatan dinas yang harus
 diikuti/dihadiri oleh Kepala, Hakim Militer dan Panitera Pengganti.
 3. Seringnya para saksi yang tidak hadir dari panggilan sidang dengan alasan
 tempat tinggal yang jauh atau alasan lainnya.
 4. Seringnya Oditur menunggu Rencana Tuntutan dari Orjen TNI
 Data Perkara TA. 2016 Jumlah Target Realisasi Capaian
 Pidana Kejahatan
 Sisa perkara TA. 2015 16 Perkara masuk TA. 2016 82
 Jumlah perkara diregister/Tersedia (Perkara sisa + perkara masuk)
 98
 Perkara yang diselesaikan TA. 2016 81 83 % 82,65 % 99,57 %
 Sisa akhir TA. 2016 17
 Pelanggaran Lalulintas Sisa perkara TA. 2015 0
 Perkara masuk TA. 2016 5
 Jumlah perkara diregister/tersedia 5
 Perkara pelanggaran yang diselesaikan T.A 2016
 5 100 % 100 % 100 %
 Sisa perkara akhir TA. 2016 0
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 Data Perkara TA. 2017 Jumlah Target Realisasi Capaian
 Pidana Kejahatan Sisa perkara TA. 2016 17
 Perkara masuk TA. 2017 92
 Jumlah perkara diregister/Tersedia (perkara sisa + perkara masuk)
 109
 Perkara yang diselesaikan TA. 2017 89 90 % 81,65 % 90,72 %
 Sisa akhir TA. 2017 20 Pelanggaran Lalulintas
 Sisa perkara TA. 2016 0
 Perkara masuk TA. 2017 3
 Jumlah perkara diregister/tersedia 3 Perkara pelanggaran yang diselesaikan T.A 2017
 3 100 % 100 % 100 %
 Sisa perkara akhir TA. 2017 0
 Data Perkara TA. 2018 Jumlah Target Realisasi Capaian
 Pidana Kejahatan
 Sisa perkara TA. 2017 20
 Perkara masuk TA. 2018 69
 Jumlah perkara diregister/Tersedia (perkara sisa +perkara masuk)
 89
 Perkara yang diselesaikan TA. 2018 79 90 % 88,76 % 98,62 % Sisa akhir TA. 2018 10
 Pelanggaran Lalulintas
 Sisa perkara TA. 2017 0
 Perkara masuk TA. 2018 26 Jumlah perkara diregister/tersedia 26
 Perkara pelanggaran yang diselesaikan T.A 2018
 26 100 % 100 % 100 %
 Sisa perkara akhir TA. 2018 0
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SASARAN 1 :
 Indikator kinerja 3 “ Persentase penurunan sisa perkara “
 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Capaian
 1.
 2018 2016 2017
 Persentase penurunan sisa perkara
 -32,36 % 50% -154,51% - 6,25%
 - -17,64%
 Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah
 perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun
 berjalan dibagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Sedangkan capaiannya adalah
 perbandingan perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada akhir tahun 2017 mempunyai 20
 sisa perkara dengan rincian sebagai berikut :
 Sisa perkara tahun 2017 : 20 perkara.
 Sisa perkara tahun 2018 : 10 perkara.
 Target : -32,36% dari penurunan sisa perkara.
 Realisasi : 20 - 10 : 20 X 100% = 50 %
 Capaian : 50% : -32,36% = -154,51%
 SASARAN 1 :
 Indikator kinerja 4 “Persentase perkara yang tidak mengajukan
 upaya hukum :
 • Banding
 • Kasasi
 • PK
 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Capaian
 2018 2015 2016
 Persentase perkara yang
 Data Persentase penurunan sisa perkara Jumlah Target Realisasi Capaian
 Sisa perkara TA. 2017 20
 Perkara masuk TA.2018 10
 Jumlah perkara diregister/Tersedia (perkara sisa +-erkara masuk)
 89
 Perkara yang diselesaikan TA.2018 79
 Sisa perkara TA. 2018 10
 Jumlah sisa perkara TA.2017 dibagi sisa perkara TA. 2018 dikurangi sisa perkara TA. 2017
 20-10:20 X100
 -32,36% 50% -154,51%
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 1.
 Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 1) Banding 2) Kasasi 3) PK
 90 % 90 % 100 %
 82,27 % 86,07 % 100 %
 91,41 % 95,63 % 100 %
 27,38 % 12,73 % 100 %
 36,98 % 38,12 % 100 %
 1). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
 Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan
 upaya hukum Banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak
 mengajukan upaya hukum Banding di bagi dengan jumlah perkara yang sudah
 putus.
 Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang
 tidak mengajukan upaya hukum Banding (Realisasi) dengan target yang
 ditetapkan.
 Pada TA 2018 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
 hukum Banding sebesar 82,27%, dihitung dari perbandingan perkara yang tidak
 mengajukan upaya hukum Banding sejumlah 65 perkara dengan perkara yang
 sudah diselesaikan/putus di TA 2018 sejumlah 79 perkara.
 Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
 mencapai 82,27%, dengan demikian 17,72% pihak berperkara (Terdakwa
 maupun Oditur Militer) mengajukan upaya hukum banding, artinya Putusan
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan belum seluruhnya dapat diterima oleh para
 pihak yang berperkara. Pada tahun 2018 persentase perkara yang tidak
 mengajukan upaya hukum Banding ditargetkan sebesar 90%, namun capaian
 pada TA. 2018 menunjuk kenaikan, apabila dibandingkan dengan capaian pada
 TA. 2016, dan capaian pada tahun 2015. Bahwa capaian persentase perkara
 yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2018 lebih tinggi dari
 tahun 2016 dan tahun 2015. Capaian ini menunjukan bahwa putusan perkara
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2018 belum seluruhnya dapat
 diterima oleh para pihak yang berperkara.
 Capaian Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
 pada TA. 2018 adalah sebesar 91,41%, capaian tersebut dengan rincian
 sebagai berikut :
 Banding.
 Perkara tersedia (perkara sisa+ perkara masuk) : 89 perkara.
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Target : 90% dari perkara yang diselesaikan/diputus
 selama TA. 2018 sejumlah 79 perkara
 Upaya hukum : 14 perkara
 Tidak upaya hukum : 65 perkara
 Realisasi : 65 : 79 X 100 = 82,27% (tidak mencapai target)
 Capaian : 91,41%
 2). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
 Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan
 upaya hukum Kasasi adalah perkasasian jumlah perkara yang tidak
 mengajukan upaya hukum Kasasi di bagi dengan jumlah perkara yang sudah
 putus.
 Sedangkan capaiannya adalah perkasasian antara persentase perkara yang
 tidak mengajukan upaya hukum Kasasi (Realisasi) dengan target yang
 ditetapkan.
 Pada TA 2018 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
 hukum Kasasi sebesar 86,07%, dihitung dari perbandingan perkara yang tidak
 mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 68 perkara dengan perkara yang
 sudah diselesaikan/putus di TA 2018 sejumlah 79 perkara.
 Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 mencapai 86,07%, dengan demikian 13,92% pihak berperkara (Terdakwa
 maupun Oditur Militer) mengajukan upaya hukum kasasi, artinya Putusan
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan belum seluruhnya dapat diterima oleh para
 pihak yang berperkara. Pada tahun 2018 persentase perkara yang tidak
 mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan sebesar 90%, namun capaian
 NO Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding TA 2018
 Jumlah Target Realisasi Capaian
 1 2 3 4 6 7
 1. Perkara tersedia/diregister pada TA 2018 Terdiri dari:
 a. Sisa perkara TA. 2017
 Pidana Kejahatan 20
 b. Perkara masuk TA. 2018
 Pidana Kejahatan 69
 c. Perkara yang diselesaikan TA. 2018
 Pidana Kejahatan 79
 2. Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding pada TA. 2018
 Pidana Kejahatan 14
 3. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding TA. 2018
 Pidana Kejahatan 65 90% 82,27% 91,41%
 4. Sisa perkara akhir TA. 2018
 Pidana Kejahatan 10
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 pada TA. 2018 menunjuk kenaikan, apabila dibandingkan dengan capaian pada
 TA. 2016, dan capaian pada tahun 2015. Bahwa capaian persentase perkara
 yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2018 lebih tinggi dari
 tahun 2016 dan tahun 2015. Capaian ini menunjukan bahwa putusan perkara
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2018 belum seluruhnya dapat
 diterima oleh para pihak yang berperkara.
 Capaian Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada
 TA. 2018 adalah sebesar 95,63%, capaian tersebut dengan rincian sebagai
 berikut :
 Kasasi.
 Perkara tersedia (perkara sisa+ perkara masuk) : 89 perkara.
 Target : 90% dari perkara yang diselesaikan/diputus
 selama TA. 2018 sejumlah 79 perkara
 Upaya hukum : 11 perkara
 Tidak upaya hukum : 68 perkara
 Realisasi : 68 : 79 X 100 = 86,07% (tidak mencapai target)
 Capaian : 95,63%
 No Data Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi TA 2018
 Jumlah Target Realisasi Capaian
 1 2 3 4 5 6
 1. Perkara tersedia/diregister pada TA 2018 Terdiri dari:
 a. Sisa perkara TA. 2017
 Pidana Kejahatan 20
 b. Perkara masuk TA. 2018 Pidana Kejahatan 69
 c. Perkara yang diselesaikan TA. 2018
 Pidana Kejahatan 79
 2. Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada TA. 2018
 Pidana Kejahatan 11
 3. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi TA. 2018
 Pidana Kejahatan 68 90% 86,07% 95,63%
 4. Sisa perkara akhir TA. 2018 Pidana Kejahatan 10
 3). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK : NIHIL
 (Mencapai target).
 Sasaran 2. : “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”
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Indikator Kinerja 1 “Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur
 Militer dan Terdakwa tepat waktu”.
 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Capaian
 1.
 2018 2016 2017
 Persentase salinan putusan yang dikirm ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu
 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur
 Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang
 diterima tepat waktu dibagi dengan jumlah putusan.
 Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah
 penyampaian salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu
 (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.
 Pada tahun 2018 Persentase Capaian jumlah salinan putusan yang dikirim ke Oditur
 Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan
 rincian sebagai berikut:
 Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu
 Target : 100% dari 79 perkara yang diselesaikan/diputus selama
 TA. 2018 ( perkara sisa TA. 2017 + perkara putus TA.2018 ) (yang terdiri dari 79
 Perkara Kejahatan dan 26 Pelanggaran).
 Yang siap didistribusikan : 79 salinan Putusan perkara Kejahatan dan 26 Putusan
 perkara Pelanggaran.
 Jadi Pendistribusian Salinan Putusan perkara kejahatan dan pelanggaran 105 perkara
 Realisasi : 105 : 105 X 100 = 100% (mencapai target)
 Capaian : 100%
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 Sasaran 2
 Indikator Kinerja 2 “ Persentase berkas perkara yang dimohonkan
 banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu”
 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Capaian
 1.
 2018 2016 2017
 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan
 Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan
 antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang
 disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding,
 Kasasi dan PK. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara
 persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan
 secara lengkap (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.
 Pada tahun TA. 2018 persentase capaian berkas perkara yang diajukan Banding,
 Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 100%, capaian
 tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 NO Data salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu TA 2018
 Jumlah Target Realisasi Capaian
 1 2 3 4 5 6
 1. Perkara tersedia/diregister pada TA 2018 Terdiri dari:
 a. Sisa perkara TA 2017
 1) Pidana kejahatan 20
 2) Pelanggaran 0
 b. Perkara masuk TA. 2018
 1) Pidana Kejahatan 69
 1) Pelanggaran
 26
 c. Perkara yang diselesaikan TA. 2018
 1) Pidana kejahatan 79
 2) Pelanggaran 26
 2 Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa,
 1) Pidana kejahatan 79 100% 100% 100%
 2) Pelanggaran 26 100% 100% 100%
 3 Sisa perkara TA. 2018
 1) Pidana kejahatan 10
 2) Pelanggaran 0
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Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan
 secara lengkap dan tepat waktu.
 Target :100% dari perkara upaya hukum
 Upaya hukum : 25 perkara (14 perkara upaya hukum banding, 11 perkara
 upaya hukum kasasi dan Upaya PK (Nihil)
 Yang diajukan lengkap : 25 perkara (14 perkara upaya banding, 11 perkara upaya
 kasasi dan Upaya PK (Nihil)
 Realisasi : 25 : 25 X 100 = 100% (tercapai)
 Capaian : 100%
 Dengan rincian sebagai berikut : a. Upaya Hukum Banding :
 Target : 100% dari 14 perkara yang diajukan selama TA. 2018
 Upaya hukum : 14 perkara
 Diajukan lengkap : 14 perkara
 Realisasi : 14 : 14 X 100= 100% (mencapai target)
 Capaian : 100%
 b. Upaya Hukum Kasasi :
 Target : 100% dari 11 perkara yang diajukan selama TA. 2018
 Upaya hukum : 11 perkara
 Diajukan lengkap : 11 perkara
 Realisasi : 11 : 11 X 100= 100% (mencapai target)
 Capaian : 100%
 c. Upaya Hukum PK :
 Target : 100% dari 0% perkara yang diajukan selama TA 2018
 Realisasi : 100%(mencapai target)
 Capaian : 100%
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 Sasaran 3. : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 Indikator Kinerja 1 : “ Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung
 Pengadilan “.
 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Capaian
 1.
 2018 2016 2017
 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung
 pengadilan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
 Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang
 telah diselesaikan di luar gedung pengadilan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.
 Persentase Capaian penyelesaian Perkara yang diselelsaikan di luar gedung
 pengadilan adalah sebagai berikut :
 Pidana Kejahatan :
 Target : 100% dari 7 perkara yang tersedia (diregister) yang direncanakan
 penyelesaianya di luar gedung pengadilan.
 Diselesaikan : 7 perkara.
 Realisasi : 7 : 7 X 100 = 100 % (mencapai target)
 Capaian : 100 %
 1 Data Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu TA 2018
 Jumlah Target Realisasi Capaian
 1. 2 3 4 5 6
 Perkara tersedia/diregister pada TA 2018 Terdiri dari:
 a. Sisa perkara TA. 2017
 Pidana Kejahatan 20
 b. Perkara masuk T.A 2018
 Pidana Kejahatan 69
 c. Perkara yang diselesaikan TA. 2018
 2. Pidana Kejahatan 79
 Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding, pada TA. 2018
 3 Pidana Kejahatan 14 100 % 100 % 100 %
 Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi TA. 2018
 4 Pidana Kejahatan 11 100 % 100 % 100 %
 Perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali TA. 2018
 5. Pidana Kejahatan 0 100 % 100 % 100 %
 Sisa perkara akhir TA. 2018
 1) Pidana Kejahatan 10
 2) Pelanggaran 0
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Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan pada tahun 2018.
 C. REALISASI ANGGARAN.
 Untuk mendukung kegiatan pada T.A 2018 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 didukung oleh DIPA dan RKA-KL Tahun 2018 yang pelaksanaannya mengacu kepada
 Undang-undang No.17 tahun 2003 tentnag Keuangan Negara, Undang-undang No.1
 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang No. 18 tahun 2016
 tentang APBN tahun 2018, sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
 dilakukan secara khusus sesuai prosedur keuangan yang berlaku dengan dukungan 2
 (dua) DIPA yaitu :
 1. DIPA Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : DIPA-
 005.01.2.663246/2018 tanggal 05 Desember 2017 (Badan Urusan
 Administrasi).
 2. DIPA Dirjen Badilmiltun No : DIPA-005.01.2.663247/2018 tanggal 05
 Desember 2017
 Pada awal Tahun Anggaran 2018, jumlah anggaran yang diterima Pengadilan
 Militer I-07 Balikpapan dalam DIPA-005.01.2.663246/2018 tanggal 05 Desember 2017
 seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.887.895.000 (dua milyar delapan ratus delapan
 puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun
 anggaran 2018, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01)
 Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :
 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 NO Data Perkara TA. 2018 Jumlah Target Realisasi Capaian
 1 2 3 4 6 7
 1. Perkara tersedia/diregister pada TA. 2018 Terdiri dari:
 Sisa perkara yang direncanakan sidang diluar gedung pengadilan
 Pidana kejahatan 0
 2. Perkara masuk yang direncanakan penyelesaian di luar gedung pengadilan
 Pidana kejahatan 7 100 % 100 % 100 %
 3. Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan
 Pidana kejahatan 7 100 % 100 % 100 %
 4. Sisa perkara yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan TA 2017
 Pidana kejahatan 0
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 Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan
 Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
 NO. KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI
 % (Rp.) (Rp.) (Rp.)
 1 Belanja Pegawai 1.951.107.000 1.777.932.000 1.777.754.061 99,99
 2 Belanja Barang 899.288.000 895.288.000 894.712.025 99,94
 3 Belanja Modal 37.500.000 37.500.000 37.500.000 100
 JUMLAH 2.887.895.000 2.810.120.000 2.709.966.086 99,97
 a. Revisi Pagu Minus pada DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.663246/2018 tanggal 05
 Desember 2017 dengan penjelasan sebagai berikut :
 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS (Belanja Tunj. PNS, Belanja Tunj. Anak
 PNS Gaji ke 13) 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS (Belanja Tunj.
 Struktural PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS Gaji ke 13 ), 511125 Belanja
 Tunj. PPH PNS (Belanja Tunj. PPH PNS, Belanja Tunj. PPH PNS Gaji ke 13)
 511174 Belanja Tunjangan Fungsional PNS TNI/Polri (Belanja Tunjangan
 Hakim, Belanja Tunjangan Panitera) 521211 Untuk Pelantikan dan pengambilan
 sumpah jabatan Belanja Bahan (Spanduk, Konsumsi, Belanja Bahan), 521211
 Untuk Koordinasi Belanja Bahan (Belanja Bahan, Konsumsi), 521111 Untuk
 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Belanja Keperluan Perkantoran
 (Penjilidan/Fotocopy, Langganan Koran/Majalah, Air Minum, Pramubhakti (4
 ORG x 13 BLN1, Pengemudi (2 ORG x 13 BLN), Satpam ( 2 ORG x 13 BLN))
 521811 Belanja Barang Persedian Barang Konsumsi (Biaya Keperluan Sehari-
 Hari Perkantoran) Untuk Langganan Daya dan Jasa 521111 Belanja Keperluan
 Perkantoran (Langganan Internet, Langganan Web Hosting, Pembuatan Web),
 521114 Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat (Biaya Pos), 522111Belanja
 Langganan Listrik (Biaya Listrik), 522112 Belanja Langganan Telepon (Biaya
 Telepon), 522113 Belanja Langganan Air (Biaya Air PDAM), untuk
 Pemeliharaan Gedung Kantor 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
 Bangunan (Gedung Bangunan dan Kantor, Jaringan Telepon dan Internet,
 Halaman, Lampu Bohlam) 523121Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
 Mesin (Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Personal PC, Printer,
 Pemeliharaan Mesin Genset, Bahan Bakar Miyak Genset, Laptop/Notebook,
 Mesin Fotokopi, AC, Mesin Pemotong Rumput, Tabung Pemadam Kebakaran)
 1). Belanja Pegawai :
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang
 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang
 klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan
 Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang
 atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam
 maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS
 dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
 dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.
 Belanja Pegawai dipergunakan untuk :
 a) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang
 Makan dan Tunjangan Lauk Pauk yang melekat pada pembayaran Gaji;
 b) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada
 Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
 c) Belanja Gaji dan Tunjangan Dokter/Bidan Pegawai Tidak Tetap;
 d) Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap,
 termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai
 dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang
 bersangkutan;
 e) Belanja Lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk
 uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;
 f) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran
 kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan oleh
 Presiden/Menteri Keuangan;
 g) Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja
 pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database
 pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut
 peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi
 Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai
 Pegawai Negeri pada Satker berkenaan termasuk dalam rangka
 pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian
 Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di
 lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi dan/atau
 pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai
 dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang
 kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun
 yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai
 dampak pelaksanaan reformasi birokrasi;
 h) Belanja Kontribusi Sosial termasuk Belanja Pensiun dan Uang
 Tunggu PNS dan Pejabat Negara, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
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 TNI/Polri, Belanja Tunjangan Hari Tua Belanja Asuransi Kesehatan PNS,
 Pejabat Negara, TNI/Kemhan, Polri, dan Belanja Asuransi Kesehatan
 Pegawai/Pejabat Negara/TNI/POLRI /Pensiunan/Veteran;
 i) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit
 organisasi/Lembaga/Badan tertentu; dan
 j) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya
 ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan
 dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output
 dalam kategori belanja barang.
 Pada Satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Belanja Pegawai
 diperuntukan sebagai berikut :
 a) Belanja Gaji Pokok PNS;
 b) Belanja Pembulatan Gaji PNS;
 c) Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS;
 d) Belanja Tunjangan Anak PNS;
 e) Belanja Tunjangan Struktural PNS;
 f) Belanja Tunjangan PPh PNS;
 g) Belanja Tunjangan Beras PNS;
 h) Belanja Uang Makan PNS;
 i) Belanja Tunjangan Umum PNS;
 j) Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim; dan
 k) Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI.
 Sedangkan untuk Belanja Gaji TNI/POLRI dan Tunjangan Lauk
 Pauk bagi personel TNI dibayarkan oleh Mabes TNI.
 (1). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
 Pagu awal belanja pegawai yang ada pada DIPA Nomor :
 DIPA-005.01.2.663246/2018 tanggal 05 Desember 2017 tahun anggaran 2018
 pada satuan kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebesar
 Rp. 1.951.107.000,-(Satu milyard sembilan ratus lima puluh satu juta seratus
 tujuh ribu rupiah),- setelah mengalami revisi anggaran, sehingga pagu
 anggaran belanja pegawai menjadi Rp. 1.777.932.000,- (Satu milyard tujuh
 ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah),-
 (2). Pelaksanaan Anggaran
 Dari pagu anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2018 yang telah direvisi,
 realisasi belanja pegawai pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan per 31
 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 1.777.754.061,- (Satu milyard tujuh ratus

Page 60
                        

tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam puluh satu rupiah),
 sedangkan pada TA 2017 realisasi belanja pegawai sebesar
 Rp. 1.816.475.126,- (Satu Milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus
 tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah), Realisasi belanja pegawai
 pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar
 Rp 62.122.622,- (enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus
 dua puluh dua rupiah (10.722.39%) dibandingkan realisasi belanja pegawai
 pada TA 2017. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan besaran pagu
 anggaran belanja pegawai antara TA 2017 dengan TA 2018 sehingga jumlah
 maksimal pagu yang dapat diserap berbeda. Namun jika dilihat dari persentase
 realisasi anggaran belanja pegawai terhadap pagu anggaran belanja pegawai,
 maka realisasi anggaran belanja pegawai pada Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan per 31 Desember TA 2018 mengalami kenaikan dibandingkan
 dengan presentase realisasi anggaran belanja per 31 Desember 2017.
 Peresentase Realisasi anggaran belanja pegawai Per 31 Desember 2018
 sebesar 99,99 % dari pagu anggaran, sedangkan peresentase realisasi
 anggaran belanja pegawai per 31 Desember 2017 adalah sebesar 98,42 % dari
 pagu anggaran. Dengan demikian terjadi kenaikan persentase realisasi
 anggaran belanja sebesar 1,57 % kenaikan persentase realisasi belanja
 pegawai ini disebabkan oleh :
 (a). Bertambahnya jumlah personel hakim dan panitera pada tahun
 2018 sehingga menambah realisasi belanja pegawai;
 (b). Adanya perubahan struktur organisasi sesuai dengan Perma No.
 7 tahun 2015 sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah pejabat
 struktural pada tahun 2018 yang berdampak pada bertambahnya
 pembayaran belanja gaji khususnya belanja tunjangan struktural bagi
 PNS.
 Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
 Tabel Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 (dalam satuan rupiah)
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 Uraian Anggaran Semula
 Anggaran Setelah Revisi
 Realisasi %
 Belanja Gaji Pokok PNS 286.000.000 246.265.000 246.265.000 100
 Belanja Pembulatan Gaji PNS
 20.000 20.000 4.132 20.66
 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
 16.569.000 14.709.000 14.708.400 100
 Belanja Tunj. Anak PNS 2.390.000 2.890.000 2.838.972 98.23
 Belanja Tunj. Struktural PNS
 22.360.000 22.710.000 22.680.000 99.87
 Belanja Tunj. PPh PNS 10.474.000 37.774.000 37.694.739 99.79
 Belanja Tunj. Beras PNS 11.949.000 9.560.000 9.559.440 99.99
 Belanja Uang Makan PNS 53.280.000 39.516.000 39.516.000 100
 Belanja Tunjangan Umum PNS
 12.025.000 5.180.000 5.180.000 100
 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI
 1.438.840.000 1.325.058.000 1.325.057.378 100
 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim
 97.200.000 74.250.000 74.250.000 100
 Jumlah 1.951.107.000 1.777.932.000 1.777.754.061 99.99
 `
 Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 (dalam satuan rupiah)
 Uraian TA 2018 TA 2017 Naik(Turun) %
 Belanja Gaji Pokok PNS
 246.265.000
 241.170.400 5.094.600 2.11
 Belanja Pembulatan Gaji PNS
 4.132
 3.478 654 18.80
 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
 14.708.400
 13.403.660 1.304.740 9.73
 Belanja Tunj. Anak PNS
 2.838.972 2.628.698
 210.274 7.99
 Belanja Tunj. Struktural PNS
 22.680.000
 21.060.000 1.620.000 7.99
 Belanja Tunj. PPh PNS
 37.694.739
 349.450 37.345.289 10.686.87
 Belanja Tunj. Beras PNS
 9.559.440 9.559.440
 0 0
 Belanja Uang Makan PNS
 43.031.000
 39.110.000 3.921.000 10.02
 Belanja Tunjangan Umum PNS
 5.180.000 4.810.000
 370.000 7.69
 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim
 74.250.000 97.200.000
 (22.950.000) (23.61)
 Belanja Tunj. Fungsional
 1.325.057.378 1.387.180.000
 (62.122.622) (4.47)
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TNI/POLRI
 Jumlah 1.781.269.061 1.816.475.126 (62.122.475.126) (10.722.39)
 Sisa Anggaran Pelaksanaan
 Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang terealisasi, tercatat
 sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 177.939,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu
 sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar (1,80%) dari total pagu yang
 tersedia.
 2). Belanja Barang
 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang
 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang
 klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan
 belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang
 habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun
 yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk
 diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda)
 termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial
 serta belanja perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan
 berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap
 pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar
 Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja
 barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak
 mengikat.
 (1). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
 Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA MA RI tahun anggaran 2018
 pada satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebesar Rp. 899.288.000,-
 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan
 ribu rupiah). setelah mengalami revisi anggaran, sehingga pagu anggaran
 belanja barang menjadi Rp 895.288.000.,- (Delapan ratus sembilan puluh lima
 juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),-Untuk belanja barang pada
 DIPA (01) BUA MA RI selama tahun anggaran 2018.
 (2). Pelaksanaan Anggaran
 Realisasi belanja barang pada satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 per 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 894.712.025,- ( delapan ratus
 sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu dua puluh lima rupiah),
 sedangkan pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 860.658.393,- (delapan ratus
 enam pua luh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh
 tiga rupiah) Jumlah realisasi belanja barang pada TA 2018 mengalami kenaikan
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 sebesar Rp 9.536.361- atau (10.09 %) dibandingkan realisasi Belanja Barang
 TA 2017. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu
 anggaran TA 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2017, pada TA
 2018 persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran
 adalah sebesar 99.49 %, sedangkan TA 2017 adalah sebesar 94,10 %. Hal ini
 disebabkan karena adanya estimasi skala prioritas terhadap belanja
 pemeliharaan peralatan dan mesin serta pemeliharaan gedung dan bangunan
 dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Rincian Belanja Barang dapat
 dilihat pada tabel berikut :
 Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2018
 (dalam satuan rupiah)
 Uraian Anggaran
 Semula Anggaran
 Setelah Revisi Realisasi %
 Belanja Barang Internet 72.000.000 50.750.000 50.750.000 100
 Belanja Barang Langganan WEB
 10.000.000 20.200.000 20.200.000 100
 Belanja honor Pramubhakti, Satpam, Pengemudi
 192.000.000 208.000.000 208.000.000 100
 Belanja Barang Persediaan
 50.728.000 63.818.000 63.622.650 99.69
 Belanja Keperluan Perkantoran (Penjilidan,fotocopy,air minum)
 19.160.000 27.310.000 27.206.350 99.97
 Belanja Pengiriman Surat Dinas
 14.400.000 8.000.000 8.000.000 100
 Belanja Barang Honor Operasional
 51.360.000 51.360.000 51.360.000 100
 Belanja Barang Pakaian Dinas
 20.100.000 20.100.000 20.100.000 100
 Belanja Langganan Telepon
 36.000.000 18.000.000 18.000.000 100
 Belanja Langganan Listrik 159.600.000 158.710.000 154.710.000 97.48
 Belanja Langganan AIR PDAM
 54.000.000 20.000.000 20.000.000 100
 Belanja Pemeliharaan Roda-4
 54.400.000 54.400.000 54.400.000 100
 Belanja Pemeliharaan Roda-2
 21.000.000 21.000.000 21.000.000 100
 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 61.940.000 87.140.000 86.897.800 99.85
 Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan
 83.000.000 90.900.000 90.900.000 99.96
 Belanja Barang Non Operasional
 9.400.000 9.400.000 9.201.500 97.89
 Belanja Perjalanan Dinas 84.000.000 84.000.000 83.999.629 100
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Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
 6.000.000 6.000.0000 6.000.000 100
 Jumlah 899.288.000 899.288.000 894.712.025 99.94
 Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan rupiah)
 Uraian TA 2018 TA 2017 Kenaikan/Penurunan %
 Belanja Barang Internet
 50.750.000 36.000.000 14.750.000 27.78
 Belanja Barang Langganan WEB
 20.200.000 8.000.000 12.200.000 0.60
 Belanja honor Pramubhakti, Satpam, Pengemudi
 208.000.000 208.000.000
 0 0
 Belanja Barang Persediaan
 63.818.000 54.000.000 14.978.650 30.75
 Belanja Keperluan Perkantoran Sehari-Hari (air minum,koran,dll)
 27.310.000 25.040.000
 2.270.000 7.95
 Belanja Pengiriman Surat Dinas
 8.000.000 10.811.310 (2.811.310) (26.00)
 Belanja Barang Honor Opreasional
 51.360.000 47.080.000 4.280.000 9.09
 Belanja Barang Pakaian Dinas
 20.100.000 25.600.000 (5.500.000) (21.48)
 Belanja Langganan Telepon
 17.894.254 23.388.868 (5.494.614) (23.49)
 Belanja Langganan AIR PDAM
 20.446.237 21.365.561 (919.324) (73.31)
 Belanja Pemeliharaan Roda-4
 54.400.000 60.400.000 14.000.000 10.09
 Belanja Pemeliharaan Roda-2
 21.000.000 21.000.000 - 0
 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 87.140.000 86.820.000 320.000
 1.01
 Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan
 90.900.000 81.000.000 9.914.295
 12.24
 Belanja Barang Non Operasional
 9.400.000 5.000.000 (5.400.000)
 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
 6.000.000 - 6.000.000 0
 Belanja Perjalanan Dinas
 84.000.000 89.400.000 (5.308.771) (5.94)
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 Jumlah 993.913.154 984.376.793 9.536.361 10.09
 (3). Sisa Anggaran Pelaksanaan
 Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
 terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah
 Rp. 4.575.975,- (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh
 puluhlima ribu rupiah) atau sebesar 99,49 % dari total pagu yang tersedia.
 3. Belanja Modal
 Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang
 sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan
 pengadaan serta kegiatan fisik yang mendukung tupoksi.
 Realisasi belanja modal pada satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan per 31
 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima
 ratus ribu rupiah) atau sebesar 100%. Realisasi belanja modal tahun anggaran
 2018 mengalami penurunan sebesar 4,13 % jika dibandingkan dengan realisasi
 belanja modal Tahun 2017.
 Tabel Realisasi Belanja Modal TA 2018 (dalam satuan rupiah)
 Uraian Anggaran
 Semula
 Anggaran Setelah Revisi
 Realisasi %
 Belanja Modal Lainnya - - - -
 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - - - -
 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Mebulair)
 - - - -
 Belanja Modal Peralatan dan Mesi(Laptop Dsb)
 37.500.000 37.500.000 37.500.000 100
 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - - - -
 Jumlah 37.500.000 37.500.000 37.500.000 100
 Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 (dalam satuan rupiah)
 Uraian TA 2018 TA 2017 Kenaikan/Penurunan %
 Belanja Modal Lainnya - 5.000.000 0 0
 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 37.500.000 0 0
 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Mebulair)
 - - -
 -
 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 37.500.000 112.500.000 75.000.000 30.00
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(Laptop Dsb)
 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - - - -
 Jumlah 37.500.000 155.000.000 (117.500.000) 4.13
 2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI
 Pagu anggaran dan realisasi anggaran belanja untuk DIPA (05)
 Dirjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :
 Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang
 ditujukan untuk menunjang kegiatan administrasi perkara di tingkat pertama
 dan banding di lingkungan peradilan militer yang tepat waktu dan kegiatan
 penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat
 waktu. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama tahun anggaran 2018
 mengalami revisi sehingga pagu tersebut sebesar Rp. 63.921.000,- ( enam
 puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 a. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
 Pagu anggaran belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI
 pada tahun anggaran 2018 satuan kerja Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan adalah sebesar Rp 63.921.000,- ( enam puluh tiga juta
 Sembilan ratus dua puluh saturupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran
 yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional
 sidang keliling, ATK perkara dan pengiriman berkas perkara upaya
 hukum dalam tahun anggaran 2018.
 b. Pelaksanaan Anggaran
 Realisasi belanja barang pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI per
 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp 63.852.000,- ( enam puluh
 tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah). atau sebesar 99.89 %
 sedangkan realisasi belanja barang pada TA 2017 adalah sebesar
 Rp. 49.842.000,-. (empat puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh
 dua ribu rupiah) atau sebesar 99,51 %
 Nilai realisasi belanja barang DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI TA
 2018 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp. 14.056.000,- (empat belas
 juta lima puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 28,20 % dibandingkan
 realisasi belanja barang TA 2017. Secara persentase realisasi anggaran
 NO. KEGIATAN PAGU REALISASI %
 (Rp.) (Rp.)
 1.
 Belanja Barang
 63.921.000
 63.852.000
 JUMLAH
 63.921.000
 63.852.000
 99.89
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 belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2018 mengalami kenaikan
 jika dibandingkan TA 2017. Pada TA 2018 persentase realisasi anggaran
 belanja barang terhadap pagu anggaran adalah sebesar 99.89 %
 sedangkan pada TA 2017 sebesar 99,51 %, dengan demikian terjadi
 kenaikan persentase realisasi anggaran belanja sebesar 0,38%.
 Kenaikan presentase realisasi anggaran belanja secara keseluruhan dari
 total pagu anggaran yang ada disebabkan karena tidak terserapnya
 honor saksi ahli selama tahun 2017 yang lalu.
 Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2018 (dalam satuan rupiah)
 Uraian Anggaran Semula
 Anggaran Setelah Revisi
 Realisasi %
 Belanja Biaya Pemanggilan Saksi Ahli
 - - - -
 Belanja Barang ATK Perkara
 13.171.000 15.281.000 15.279.000 99.99
 Belanja Barang Pengiriman Berkas Perkara
 2.150.000 40.000 0 0
 Belanja Perjalanan Dinas Sidang
 48.600.000 48.600.000 48.573.000 99.94
 Jumlah 63.921.000 63.921.000 63.852.000 99.89
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Tabel Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan rupiah)
 P
 e
 n
 j
 e
 l
 a
 s
 a
 n
 S
 i
 s
 a
 3. Sisa Anggaran Pelaksanaan
 Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima DIPA (05) Dirjen Badilmiltun
 MA RI pada TA 2018 yakni sebesar Rp 63.921.000,- ( enam puluh tiga juta
 Sembilan ratus dua puluh saturupiah). dan realisasi anggaran belanja sebesar
 Rp. 63.852.000,- (Enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu
 rupiah) maka ditemukan sisa anggaran belanja yang tidak terserap sebesar
 Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 0 %.
 BAB IV
 P E N U T U P
 Uraian TA 2018 TA 2017 Perubahan
 Realisasi Realisasi Rp. %
 Belanja Biaya
 Pemanggilan Saksi Ahli
 - - - -
 Belanja Barang ATK
 Perkara
 15.279.000 15.179.000 100.000 0,65
 Belanja Barang
 Pengiriman Berkas
 Perkara
 40.000 43.000 3.000 6,97
 Belanja Perjalanan Dinas
 Sidang
 48.573.000 34.620.000 13.953.000 40.30
 Jumlah 63.892.000 49.842.000 14.056.000 28,20
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 A. Kesimpulan.
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 merupakan tindak lanjut atau respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
 rencana strategis.
 LKJIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2018 disusun dengan mengacu
 pada Rencana Strategis Mahkamah Agung secara garis besar, Dirjen Badilmiltun, dan
 tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (Blue Print)
 Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 Sehingga dapat disimpulkan pada Tahun 2018, pencapaian kinerja Pengadilan Militer
 I-07 Balikpapan bisa dikatakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk kedepannya
 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan akan tetap berusaha mencapai target yang telah
 ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis 2015 - 2019 dan Porgram Kerja Tahun
 Anggaran 2019. Secara umum hasil capaian Indikator Kinerja Utama telah memenuhi
 target dan sesuai dengan rencana yaitu :
 a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, peningkatan penyelesaian
 perkara.
 b. Peningkatan tertib administrasi perkara.
 c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
 d. Peningkatan kualitas pengawasan.
 e. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan.
 Program kerja dan pengembangan organisasi Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan kedepannya harus diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja
 (performance-based organization) dengan tujuan/arah sasaran sesungguhnya menuju
 organisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organization).
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B. Saran-saran
 Agar Tupoksi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat terlaksana dengan
 baik/optimal dan pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, mohon dapatnya
 Pimpinan/Satuan atas, untuk :
 Dapat segera menambah jumlah personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan,
 baik Para Kasubag, Ba/Ta maupun PNS untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
 tugas pokok sehari–hari, dan mohon disesuaikan dengan kebutuhan riil yang kami
 perlukan, baik jumlah maupun keahlian yang dimiliki .
 Masukan dan kritik dari berbagai pihak untuk LKJIP Pengadilan Militer I-07
 Balikpapan ini sangat dibutuhkan. Dengan masukan dan kritik diharapkan dapat
 menyempurnakan lagi penyusunan LKJIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di
 tahun-tahun berikutnya.
 Demikian LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun Anggaran 2018
 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 Balikpapan, Februari 2019 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Syf Nursiana, S.H. Letkol Sus NRP 519759
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 1. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Satker.
 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, 2019, 2020.
 LAMPIRAN - LAMPIRAN
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : Syf Nursiana, S.H. Pangkat/NRP : Letkol Sus/519759 Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 Selanjutnya disebut Pihak
 Pertama.
 Nama : E. Trias Komara, S.H., M.H.
 Pangkat/NRP : Kolonel Chk / 1910002490462 Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan
 Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
 Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
 Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
 Balikpapan, Januari 2019
 Pihak Kedua Pihak Pertama
 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 Syf Nursiana,S.H. Letkol Sus NRP 519759
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 PENETAPAN KINERJA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 TAHUN ANGGARAN 2019
 NO
 SASARAN
 INDIKATOR KINERJA
 TARGET
 1 2 3 4
 1. Terwujudnya Proses Peradilan
 yang Pasti, Transparan dan
 Akuntabel
 c. Persentase sisa perkara yang
 diselesaikan
 100%
 d. Persentase perkara :
 1) Pidana/Kejahatan
 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu
 90% 100 %
 e. Persentase penurunan sisa perkara -67,64 %
 f. Persentase perkara yang Tidak
 Mengajukan Upaya Hukum :
 Banding
 Kasasi
 PK
 90% 90% 100%
 2.
 Peningkatan Efektivitas
 Pengelolaan Penyelesaian
 Perkara
 c. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu
 100%
 d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 100%
 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 100%
 Kegiatan : Anggaran : 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Rp. 63.920.000,-
 2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Rp. 3.606.947.000,- Keuangan Badan Urusan Administrasi 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana NIHIL Aparatur Mahkamah Agung
 Balikpapan, Januari 2019 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 Syf.Nursiana,S.H Letkol Sus NRP 519759
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PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 TAHUN 2019
 BALIKPAPAN, JANUARI 2019
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 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang betanda tangan di bawah ini : N a m a : Kapten Sus Andi Dala Uleng, S.H Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selanjutnya disebut pihak pertama
 N a m a : Letkol Sus Syf Nursiana, S.H. Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Balikpapan , 07 Januari 2019 Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 Syf Nursiana, S.H Andi dala Uleng, S.H Letkol Sus NRP 519759 Kapten Sus NRP 535949
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
 1 2 3 4 5 6 7 8
 Menyelenggarakan surat menyurat Menyelenggarakan notulen rapat Menyiapkan laporan berkala Menyelenggarakan perawatan personel Menyelenggarakan pengamanan dan tata tertib disiplin personel
 Mengelola penggunaan perlengkapan dan administrasi keuangan Penanggungjawab keterbukaan informasi publik. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
 Persentase pengelolaan surat menyurat sampai dengan pengarsipan Persentase pembuatan notulen rapat setiap bulan beserta daftar hadir rapat. Persentase pembuatan laporan berkala per bulan mengenai perkara, laporan triwulan , laporan tahunan, lakip, progja, penyusunan renstra. Persentase pembuatan SKP personel PNS, Dapen Anggota Militer, Usulan kenaikan pangkat, Usulan satyalencana, Usulan KGB, usul mengikuti Diklat serta ujian dinas pegawai, Administrasi Surat ijin cuti pegawai. Persentase Pembuatan jadwal piket pegawai, jadwal Pawas bagi Hakim Wasbid, Daftar absensi personel, kerapihan dan kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana. Persentase pelaksanaan pencatatan dan inventarisir BMN, pelaporan rekonsiliasi SIMAK BMN, pelaksanaan perawatan BMN, pembuatan rencana belanja Satker Persentase penanggungjawab PPID, pelayanan publik, Pelayanan IT (Website), JDIH, pelayanan informasi publik berkaitan dengan pengaduan masyarakat pencari keadilan. Persentase pelaksanaan tugas organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 Kegiatan Anggaran
 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Rp.63.920.000,-
 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 3.606.947.000,- Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung.
 Balikpapan, 07Januari 2019 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Pihak Pertama,
 Syf Nursiana, S.H Andi dala Uleng, S.H Letkol Sus NRP 519759 Kapten Sus NRP 535949
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 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang betanda tangan di bawah ini : N a m a : Mayor Chk Agus Handaka, S.H Jabatan : Panitera Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selanjutnya disebut pihak pertama
 N a m a : Letkol Sus Syf Nursiana, S.H. Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Balikpapan , 07 Januari 2019 Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 Syf Nursiana, S.H Agus Handaka, S.H Letkol Sus NRP 519759 Mayor Chk NRP 2920086530168
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
 1 2 3 4 5.
 Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan efektifitas pe- ngelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Access to Justice). Peningkatan kualitas pengawasan. Implementasi aplikasi SIPP pada Pengadilan Militer I-07.
 a. Persentase percepatan penyelesaian sisa perkara.
 b. Persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
 a. Persentase berkas perkara yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis.
 b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap dan disampaikan tepat waktu.
 c. Persentase penyampaian putusan tepat waktu kepada para pihak.
 a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
 b. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line di web site.
 a. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti.
 b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti. a. Persentase penggunaan aplikasi SIPP
 sesuai ketentuan.
 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 Balikpapan, 07 Januari 2019 Pihak Kedua, Pihak Pertama, Syf Nursiana, S.H Agus Handaka, S.H Letkol Sus NRP 519759 Mayor Chk NRP 2920086530168
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 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : Puspa Ningsih Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan selanjutnya disebut pihak pertama N a m a : Kapten Sus Andi Dala Uleng, S.H. Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Balikpapan, 07 Januari 2019 Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 Andi Dala Uleng ,S.H. Puspa Ningsih Kapten Sus NRP 535949 PNS III/c NIP 196508271987032002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 No Sasaran
 Program/Kegiatan Indikator Target
 1.
 2.
 3.
 Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kedinasan. Memeriksa PAGU Anggaran dalam DIPA agar tidak melebihi batas PAGU Anggaran.
 a. Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan
 sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
 b. Persentase (%) penyerapan anggaran meningkat.
 c. Persentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat
 waktu d. Persentase tersedianya Operasional/ pemeliharaan
 perkantoran sesuai kebutuhan.
 a. Menindaklanjuti surat masuk dan mengarsipkan sesuai dengan jenis dan klasifikasinya
 b. Mengontrol Surat Keluar telah didistribusikan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
 Persentase ketersediaan PAGU Anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional kantor.
 100 %
 100 %
 100 % 100 %
 100 %
 100 %
 100 %
 Balikpapan, 07 Januari 2019 Sekretaris Kasubag Umum dan Keuangan
 Andi Dala Uleng, S.H. Puspa Ningsih
 Kapten Sus NRP 535949. PNS III/c NIP 196508271987032002.
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 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : Nova Kartika Sari, S.Pd., SH. Jabatan : Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana selanjutnya disebut pihak pertama
 N a m a : Kapten Sus Andi Dala Uleng, S.H. Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Balikpapan, 07 Januari 2019 Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 Andi Dala Uleng ,S.H. Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H. Kapten Sus NRP 535949 PNS III/c NIP 198111012005022002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 No Sasaran
 Program/Kegiatan Indikator Target
 1 2. 3.
 Menyusun data personel, baik personel Militer maupun PNS pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Mengusulkan kenaikan pangkat personel Militer dan PNS.
 Mengusulkan terbitnya Skep KGB personel Militer dan PNS pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Memproses cuti personel Militer dan PNS Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Mengusulkan pemberian tanda penghargaan/tanda kehormatan. Mengonsep data – data Kepegawaian dan update aplikasi SIKEP. Mengelola daftar hadir personel Militer dan PNS Dilmil I-07.
 Persentase terhimpunnya data personel Militer dan PNS baik bentuk hard copy maupun bentuk e-Document Persentase terbitnya Skep kenaikan pangkat personel tepat waktu.
 Persentase terbitnya Skep KGB personel Militer dan PNS tepat waktu. Persentase terbitnya Ijin cuti Personel Militer da PNS Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Persentase usul pemberian tanda penghargaan Personel. Persentase kelengkapan data DUK, Bezetting dan aplikasi SIKEP.
 Persentase kelengkapan daftar hadir personel Militer dan PNS Dilmil I-07.
 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 Balikpapan, 07 Januari 2019 Sekretaris Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
 Andi Dala Uleng, S.H. Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H. Kapten Sus NRP 535949 PNS III/c NIP 198111012005022002
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 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang betanda tangan di bawah ini : N a m a : Serka Fikriansyah Jabatan : Fungsional Umum selanjutnya disebut pihak pertama N a m a : Puspa Ningsih Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Balikpapan, 07 Januari 2019 Kasubag Umum dan Keuangan Staff Umum Bagian Keuangan
 Puspa Ningsih Fikriansyah PNS III/a NIP 196508271987032002 Serka NRP 21060076990784
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Target
 1 2 3 4 5 6
 Menyusun laporan SIMAK BMN Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Menyusun laporan persediaan barang dalam aplikasi persediaan kantor Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Membuat dan menguji SPM sebelum diterbitkan. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP. Membuat Daftar Inventaris Ruangan Menandatangani faktur pajak dan SSP.
 Persentase laporan SIMAK BMN yang akurat dan tepat waktu. Persentase laporan persediaan barang yang akurat dan tepat waktu. Persentase SPM yang telah akurat sesuai ketentuan yang berlaku. Persentase dokumen SPP yang telah sesuai dengan ketentuan. Persentase ruangan telah memiliki DIR yang sesuai. Persentase kelengkapan faktur pajak dan SSP.
 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 Balikpapan, 07 Januari 2019 Kasubag Umum dan Keuangan Staff Umum Bagian Keuangan
 Puspa Ningsih Fikriansyah PNS III/a NIP 196508271987032002 Serka NRP 21060076990784
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 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang betanda tangan di bawah ini : N a m a : Sri Handajani Jabatan : Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan selanjutnya disebut pihak pertama N a m a : Kapten Sus Andi Dala Uleng, S.H Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Balikpapan, 07 Januari 2019 Pihak Kedua, Pihak Pertama, Andi Dala Uleng, S.H Sri Handajani Kapten Sus NRP 535949 PNS III/c NIP. 196712261991032002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 No Sasaran
 Program/Kegiatan Indikator Target
 1
 2.
 3. 4.
 Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik Melakukan penertiban kearsipan laporan perkara pada Pengadilan Militer I-07 Melaksanakan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA. Membantu Panitera dalam meng- implementasikan penggunaan aplikasi SIPP.
 a. Persentase kegiatan website upgrade yang
 dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
 b. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna website.
 c. Pengelolaan Website dan Rencana Program
 Kerja
 a. Tertib pembuatan Laporan, Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan
 b. Menyusun dan memeriksa kelengkapan
 administrasi berkas perkara banding dan kasasi sebelum dikirim.
 a. Persentase pembuatan RKA, DPA, LAKIP,
 RENSTRA dan RENJA yang sesuai dengan ketentuan.
 a. Persentase penggunaan aplikasi SIPP dengan
 lancar dan sesuai ketentuan.
 100 %
 100 %
 100 %
 100 % 100 %
 100 %
 100 %
 Balikpapan, 07 Januari 2019 Sekretaris Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan Andi Dala Uleng, SH. Sri Handajani Kapten Sus NRP 535949. PNS III/c NIP. 196712261991032002.
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 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang betanda tangan di bawah ini : N a m a : Sarengat Jabatan : Fungsional Umum / Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut pihak pertama
 N a m a : Puspa Ningsih Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Balikpapan, 07 Januari 2019 Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 Puspa Ningsih Sarengat PNS III/c NIP 196508271987032002 PNS III/b NIP 19691023199103100
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 No Sasaran
 Program/Kegiatan Indikator Target
 1. .
 Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan
 a. Persentase kesesuaian rencana kerja dan
 .kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran.
 b. Persentase kebenaran atas hak tagih yang menyangkut nama perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank dan memeriksa nilai tagih yang harus dibayar.
 c. Persentase pelaksanaan dan penyusunan
 daftar rencana belanja modal dan pebelian barang persediaan untuk keperluan kantor sesuai ketentuan.
 d. Persentase penyusunan laporan Simak BMN
 dan Laporan persediaan barang dalam aplikasi persediaan sesuai ketentuan.
 e. Persentase pelaksanaan perawatan dan
 pemeliharaan alat mesin kantor dan inventaris kantor dengan membuat daftar inventaris kantor pada setiap ruangan kantor.
 f. Persentase tertib administrasi surat-surat
 kendaraan dinas.
 100 %
 100 %
 100 %
 100 %
 100 %
 100 %
 Balikpapan, 07 Januari 2019 Kasubag Umum dan Keuangan Fungsional Umum / PPK
 Puspa Ningsih Sarengat PNS III/c NIP 196508271987032002 PNS III/b NIP 196910231991031005.
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 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang betanda tangan di bawah ini : N a m a : Sugeng Nuraini Jabatan : Fungsional Umum / Bendahara selanjutnya disebut pihak pertama
 N a m a : Puspa Ningsih Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Balikpapan, 07 Januari 2019 Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 Puspa Ningsih Sugeng Nuraini PNS III/c NIP 196508271987032002 PNS III/b NIP 197306201998031003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 No Sasaran
 Program/Kegiatan Indikator Target
 1.
 Tersedianya dukungan
 manajemen dan tugas
 teknis dalam
 penyelenggaraan fungsi
 peradilan
 a. Persentase/jumlah Pembayaran Gaji,
 Remunerasi tepat waktu
 b. Persentase tersedianya Operasional/
 pemeliharaan perkantoran.
 c. Persentase menyusun rencana
 pembelian barang-barang
 persediaan perkantoran bersama
 pejabat pengelola DIPA.
 d . Membuat buku laporan keuangan :
 BKU dan buku-buku pembantu
 lainya.
 e. Membuat LPJ Bendahara dan
 mengarsipkan SP2D.
 100 %
 100 %
 100 %
 100 %
 100 %
 Balikpapan, 07 Januari 2019 Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 Puspa Ningsih Sugeng Nuraini PNS III/c NIP 196508271987032002 PNS III/b NIP 19730620199831003.
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 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang betanda tangan di bawah ini : N a m a : Letda Chk Rohim, S.H Jabatan : Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selanjutnya disebut pihak pertama
 N a m a : Mayor Chk Agus Handaka, S.H. Jabatan : Panitera Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Balikpapan , 07 Januari 2019 Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 Agus Handaka, S.H Rohim, S.H Mayor Chk NRP 2920086530168 Letda Chk NRP 21990181570578
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 1 2
 Meningkatnya penyelesaian perkara. Implementasi aplikasi SIPP pada Pengadilan Militer I-07.
 a. Persentase percepatan penyelesaian pengetikan Berita Acara Sidang
 b. Persentase berkas perkara yang diajukan
 banding, kasasi dan PK yang lengkap dan disampaikan tepat waktu.
 c. Persentase penyampaian putusan tepat waktu kepada para pihak.
 d. Persentase percepatan minutasi perkara yang telah selesai
 Persentase penggunaan aplikasi SIPP sesuai ketentuan.
 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 Balikpapan, 07 Januari 2019 Panitera Panitera Pengganti
 Agus Handaka, S.H Rohim, S.H Mayor Chk NRP 2920086530168 Letda Chk NRP 21990181570578
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 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang betanda tangan di bawah ini : N a m a : Pelda Arief Lesmono, S.H Jabatan : Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selanjutnya disebut pihak pertama N a m a : Mayor Chk Agus Handaka, S.H. Jabatan : Panitera Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Balikpapan, 07 Januari 2019 Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 Agus Handaka, S.H Arief Lesmono, S.H Mayor Chk NRP 2920086530168 Pelda NRP 21970058261076
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 No Sasaran
 Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
 1 2
 Meningkatnya penyelesaian perkara. Implementasi aplikasi SIPP pada Pengadilan Militer I-07.
 a. Persentase percepatan penyelesaian pengetikan Berita Acara Sidang
 b. Persentase berkas perkara yang
 diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap dan disampaikan tepat waktu.
 c. Persentase penyampaian putusan tepat waktu kepada para pihak.
 d. Persentase percepatan minutasi perkara yang telah selesai
 Persentase penggunaan aplikasi SIPP sesuai ketentuan.
 100 % 100 %
 100 % 100 % 100 %
 Balikpapan, 07 Januari 2019
 Panitera Panitera Pengganti
 Agus Handaka, S.H Arief Lesmono, S.H Mayor Chk NRP 2920086530168 Pelda NRP 21970058261076
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 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 TAHUN 2018
 BALIKPAPAN, FEBRUARI 2019
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RENCANA KINERJA TAHUNAN
 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 TAHUN ANGGARAN 2018
 NO
 SASARAN SRATEGIS
 INDIKATOR KINERJA
 TARGET
 1 2 3 4 1. Terwujudnya Proses Peradilan
 yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 a. Persentase sisa perkara yang
 diselesaikan
 100%
 b. Persentase perkara :
 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang
 diselesaikan tepat waktu
 90%
 100 %
 c. Persentase penurunan sisa perkara
 -32,36%
 d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
 Banding
 Kasasi
 PK
 90% 90% 100%
 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
 a. Persentase Salinan Putusan Yang
 Dikirim ke Oditur Militer dan
 Terdakwa Tepat Waktu
 100%
 b. Persentase berkas perkara yang
 dimohonkan Banding Kasasi dan
 PK secara lengkap dan tepat
 waktu
 100%
 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 a. Persentase Perkara yang
 diselesaikan di luar Gedung
 Pengadilan
 100%
 Balikpapan, Februari 2019 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Syf Nursiana, S.H. Letkol Sus NRP 519759
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 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 TAHUN 2019
 BALIKPAPAN, FEBRUARI 2019
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RENCANA KINERJA TAHUNAN
 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 TAHUN ANGGARAN 2019
 NO
 SASARAN SRATEGIS
 INDIKATOR KINERJA
 TARGET
 1 2 3 4 1. Terwujudnya Proses Peradilan
 yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 a. Persentase sisa perkara yang
 diselesaikan
 100%
 b. Persentase perkara :
 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu
 90% 100 %
 c. Persentase penurunan sisa perkara
 -67,64 %
 d.Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
 Banding
 Kasasi
 PK
 90% 90% 100%
 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
 a. Persentase Salinan Putusan Yang
 Dikirim ke Oditur Militer dan
 Terdakwa Tepat Waktu
 100%
 b. Persentase berkas perkara yang
 dimohonkan Banding Kasasi dan
 PK secara lengkap dan tepat
 waktu
 100%
 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 a. Persentase Perkara yang
 diselesaikan di luar Gedung
 Pengadilan
 100%
 Balikpapan, Februari 2019 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Syf Nursiana, S.H. Letkol Sus NRP 519759
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 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 TAHUN 2020
 BALIKPAPAN, FEBRUARI 2019

Page 100
                        

RENCANA KINERJA TAHUNAN
 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 TAHUN ANGGARAN 2020
 NO
 SASARAN SRATEGIS
 INDIKATOR KINERJA
 TARGET
 1 2 3 4 1. Terwujudnya Proses Peradilan
 yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 c. Persentase sisa perkara yang
 diselesaikan
 100 %
 d. Persentase perkara :
 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu
 95 % 100 %
 c. Persentase penurunan sisa perkara
 50 %
 d.Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
 Banding
 Kasasi
 PK
 95 % 95 % 100%
 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
 c. Persentase Salinan Putusan Yang
 Dikirim ke Oditur Militer dan
 Terdakwa Tepat Waktu
 100%
 d. Persentase berkas perkara yang
 dimohonkan Banding Kasasi dan
 PK secara lengkap dan tepat
 waktu
 100%
 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 b. Persentase Perkara yang
 diselesaikan di luar Gedung
 Pengadilan
 100%
 Balikpapan, Februari 2019 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Syf Nursiana, S.H. Letkol Sus NRP 519759
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